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ABSTRAK

Nama : Daisy Irani
Program Studi : KeNotariatan
Judul : Pengaruh Pemberlakuan Undang — Undang No. 12 tahur 2006

Tentang Kewarganegaraan Terhadap Anak Hasil Dari
Perkawinan Campuran

Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa
Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara 2 (dua) orang yang ada di Indonesia
tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah
satu pihak berkewarganegaraan Indonesia Negara Indonesia tidak membatasi lingkup
pergaulan warga negaranya maka dari itu peluang terjadinya perkawinan campuran
antar warga negara yang berbeda semakin terbuka. Dampak nyata dari perkawinan
campuran adalah mengenat status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran
tersebut. Sebelum Undang Undang Kewarganegaraan No. 12 tahun 2006 berlaku
maka peraturan perundangan Kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia adalah
Undang Undang Kewarganegaraan No. 62 tahun 1958, undang undang ini menganut
azas ius sanguinis, dimana jika terjadi perkawinan antara pria warga negara asing
dengan wanita warga negara Indonesia maka anak hasil dari perkawinan campuran
tersebut berkewarganegaraan asing mengikuti warga negara ayahnya. Keberadaan
Undang-Undang Kewarganegaraan No.62 tahun 1958 ini dinilai tidak adil dari segi
kesetaraan gender karena anak tersebut yang masih mempunyai darah Indonesia dari
ibunya dianggap sebagai orang asing . Oleh karena itu pada tanggal 1 Februari 2006
dalam Pembahasan Rancangan Undang-undang Kewarganegaraan, Dewan
Perwakilan Rakyat menerima usulan dua kewarganegaraan terbatas bagi anak-anak
yang lahir datam perkawinan campuran, ini berarti, anak-anak tersebut mendapatkan
dua kewarganeganaan sekaligus pada waktu ia dilahirkan, yaitu kewarganegaraan
ayah dan ibunya sampai ia berumur 18 (delapan belas) tahun. Setelah itu mereka akan
menentukan kewarganegaraan yang akan dipilihnya. Kemudian pada tanggal 11 July
2006 dalam Pembahasan Rancangan Undang-undang Kewarganegaraan, Dewan
Pertimbangan Agung mensahkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan dan sekaligns menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 62
Tentang Kewarganegaraan dinyatakan sudah tidak relevan dan tidak bertaku lagi bagi
kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini

Kata Kuneci :
Perkawinan, kewarganegaraan, anak

Vi

Pengaruh Pemberlakuan..., Daisy Irani, FH Ul, 2009



ABSTRACT

Name : Daisy Irani
Programme Study Notary
Title : The effect of the Enforcement of Act Number 12/2006

Regardisg Citizenship for Children of Mixed Marriages.

In this era of plobalization, with advances in technology and world travel, it’s
becoming easier and easier for people to travel and {ntegrate with other nationalities
and ethnic groups often resulting in relationships and marriage betwesn citizens of
different countries. Problems which arise in marriages between people with different
citizenships will also affect their chifdren. One of the side effects of mixed mariages
is the citizenship problem of the children resulting from such a marrisge. Before the
recently applied Act No. 12/2006 regarding citizenship, Indonesia previcusly used
Act No. 82/1958 to regulate citizenship - based on “7US SANGUINIS”, meaning that
when 2 marriage ocours between 2 male foreigner and an Indonesian woman, their
children would automatically become foreigners - following the citizenship of the
father « something which many felt unfair and disctiminatory. As well as using a
Juridical Normatif for the research, [ also undertook several interviews with couples
of mixed marriages in Jakarta to obiain accurate information and suggestions
regarding the application of regulation No. 12/2006 regarding citizenship.

Key Words
Marriage, citizenship, child
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BAEB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. untuk hidop saling berdampingan,
bersama sama dan seiring sejalan. Sebagai mabluk sosial, manusia dalam
mensmpuh pergaulan hidup dalam masyarakat tidak dapat lepas dari adanya
ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan sesuvai
dengan kedudukan manusia sScbagai mabluk sosial yang semang hidup
berkelompok atau berteman dengan manusia lainaya.

Scbagai mabluk pribadi, manusia mempunyai kecenderungan untuk
berinteraksi dengan sesama manusia, baik pria maupun wanita. Szlah satu segi
kehidupan berdampingan itu adalah hidup berdampingan antara seorang pria dan
seorang wanita. Hidup bersama merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan
hidup manusia baik yang bersifat jasmani dan rohani.

Indonesia sebagal negara bukum dan negara yang menjunjung tinggi nilai
keagamaan, melarang bagi seorang wasila dan seorang pria untuk hidup bersama
tanpa pernikahan, dikarenakan hal itu negara mewalibkan warganva untuk
melaksanakan pernikahan sesuai dengan agamanys masing masing, seperti yang
tercanturn dalam Pasal 2 ayat [ Undang - Undang Perkawinaa No. 1 tzhun 1974
yang menyatakan bshws “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut
hukum masing masing agama dan kepercayaannya itu”.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, dalam bukunya Hukum
Perkawinan  dan Kelunarga di Indonesia mengatakan bahwa Perkawinan yang
dikehendaki oleh Undang - Undang No. 1 @hun 1974 yaitu Undang-Undang
tentang Perkawinan adalsh perkawinan yang menuju pada pembentukan suatu
keluargs/rumal tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tubanan Yang

Maha Esa vang dalam bahasa umum lazimnoya dinamakan pembentokan keluarga

i Universitas Indonesia
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yang Sakinah, Mawadah dan Warohmah, penuh dengan kedamaian dan limpahan

kasih sayang'.

Pasal 1 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan
bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang
Maha Esa.

Indonesia mempunyai keanekaragaman di dalam hukum. Bagi setiap
golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan
penduduk lainnya. Meluasnya lalu lintas manusia di dunia juga memberi peluang
yang lebih bebas dan lebih luas terhadap terjadinya perkawinan antar bangsa
yang berbeda ke-Warganegaraan, keadaan ini sulit dibendung karena hal ini
merupakan hak asasi sebagai manusia untuk memilih jodohnya.

Dewasa ini di Indonesia telah dibentuk Hukum Perkawinan yang berlaku
bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu Undang Undang No. 1 Tahun 1974, dan dalam
bagian umum penjelasan tersebut telah dimuat beberapa hal mendasar yang .
berkaitan dengan masalah perkawinan. Dalam ayat 2 pasal 1 Undang Undang ini
disebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing
masing agamanya dan kepercayaannya, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada
perkawinan diluar hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu
sesual dengan Pasal II dan Pasal [V Peraturan Peraturan Peralihan Undang
Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam ayat 2 pasal II tersebut menyatakan bahwa
“Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan perundang undangan yang
berlaku’, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan mempunyai
peranan yang menentukan juga terhadap suatu perkawinan karena pencatatan
termaksud merupakan syarat diakui atau tidaknya sesuatu perkawinan oleh negara

dan dalam hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang bersangkutan.

: Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di
Indonesia, (Depok: Badan Pencrbit FHUI, 2004), hlm. 9.

Universitas Indonesia
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Bilamana suatu perkawinan tidak dicatat meskipun perkawinan tersebut sah

menurut ajaran agama dan atan kepercayaan mereks, maka perkawinan tersebut

tidaklah diakui oleh negara.
Sebelum berlakunya Undang Undang Perkawinan ini, peraturan peraturan

yang mengatur perkawinan adalah :

1. Kitab Undang Undang Hukom Perdats khususnys dalam Buku 1 yang
berjudul tentang Orang.

2.  Peraturan Perkawinan Campuran (Gemengde Huwelijke Reglemet Staathlad
1898 Nomor 158).

3.  Ordonansi Perkawinan Kristen [ndonesia atau HQCI (Huwelijke Ordonantie
Christen Indonesiers, Staatblad 1933 Nomor 74) yang merupakan peraturan

perkawinan untuk mereka yang beragama Kristen.

Dengan telah diberiakukannya Undang Undang Nomor 1 Tabun 1974 ini
vang merupakan peraturan perkawinan yang diberlakukan bagl seluruh warga
negara fndonesiz yang diharapkan dapat menghapuskan pluralisme hukum

perkawinan menuju era unifikasi hukum. Dengan demikian maka sasaran Undang

- Undang ini adalzh upaya mewnjudkan atau mengusahakan terciptanya unifikasi

hukum dibidang hukum perkawinan di Indonesia”.

3. Satrio, SH. Dalam bukunya Asas Asas Hukum Perdate menyatakan asas
asas yang penting yang terkandung dalam Undang Undang Perkawinan antara lain
adalah :

a, Undang Undang Perkawinan mendasarkan sahmya perkawinan pada
hukum agama dan kepercayaan pada pihak yang melangsungkan
perkawinan.

b. Asas monogami, tetapi yang tidak menutup kemungkinan orang untuk
beristri lebih dari seorang pada saat yang sama sebagai pengecualian.

¢. Adanya batas umur untuk menikah.

* Ihid, bal. 3

Universitas Indongsia
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Bilamana suats perkawinan tidek dicatat meskipun perkawinan tersebutl sah

menuret ajaran agama dao ataw kepercayaan mereka, maka perkawinan tersebut

tidaklah diakui oleh negara.
Sebelum bertakunya Undang Undang Perkawinan ini, peraturan perateran

vang menagatur perkawinan adalah :

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata khususnya dalam Buku 1 yang
berindul tentang Orang.

2. Peraturan Perkawinan Campuran (Gemengde Huwelike Reglemet Siaaihlad
1898 Nomor 158).

3. Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia atay HOCI (Huwelijke Ordonantie
Christen Indonesiers, Staatblad 1933 Nomor 74) yang merupakan peraturan

perkawinan untuk mereka yang beragama Kristen.

Dengan telah diberlakukannya Undang Undang Nomor 1 Tabun 1974 ini
yang merupakan peraturan perkawinan yang diberfakukan bagi seluruh wargs
negara Indonesia yang dibarapkan dapat menghapuskan pluralisme hukum
perkawinan menuju era unifikasi hukum. Dengan demikian maka sasaran Undang
-. Undang ini adalah upaya mewujudkan atas mengusahakan terciptanya unifikasi

hukum dibidang hukum perkawinan di Indonesia®.

I, Satrio, SH. Dalam bukunya Asas Asas Hukum Perdata menyatakan asas
asas yang penting vang terkandung dalam Undang Undang Perkawinan antara lain
adalah :

a. Undeng Undang Perkawinan mendasarkan sahnya perkawinan pada
hukem agama dan kepercayaan pada pihak yvang melangsuongkan
perkawinan.

b. Asas monogami, telapl vang tidek menutup kemungkinan orang untuk
beristri lebih dari seorang pada saat yang sama sebagai pengecualian,

¢. Adanya batas umur untok menikah.

* Ibid., hal. 2

Universitas ndonesia
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d. Hubungan kekeluargaan didasarkan pada sistem kekerabatan parental
{bilateral}, dengan keluarga batih sebagat titik sentral.

Suami maupun istri dalam perkawinan mempunyai kedudukan seimbang,
Kedudukan anak laki laki maupun perempuan adalah sama.

Huobungan hukum gecara otomatis ada antara anzk dan [bunya.

o e oo

Antara harta bawaan suami-istri, sepanjang perkawinan tidak terjadi
campur harta,

i. Sepanjang perkawinan, istri tetap cakap untuk melakukan tindakan hukem,
j. Kekuasaan orang tua/wali terhadap anak anaknya vang ditaruh dibawah

perwaliannya berlangsung sampai anak berumur 18 tahen.”

Perkawinan dilakukan oleh pria dan wanita yang telah dewssa, hal ini
dikarenakan perkawinan memiliki tojuan terteate yaitu untuk membentukkeluarga
yang bahagia dan kekal serta untuk mendapat keturunan'. Tujuan merupakan
suatu keharusan di dalam perkawinan kareoa fanpa adanya fujuan maka
perkawinan akan terasa sebagzal sesuatu yang dapat dilakukan siapa saja dan tidak
herarti apapun juga,. .

. Tujuan perkawinan menurat UU Nomor 1 tahun 1974 adalab membentuk
keluarga/rumal tangga vang kekal. Yang dimaksud dengan keluarga disini adalah
kesatuan yang terdind dari ayah, 1by dan anak apak.

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan
yang juge merupskan tujuan dari perkawinan sedangkan pemelibaraan dan
pendidikan dari anak anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Uniuk dapat
mencapai hal inl maka dibarapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa
sekali orang melakukan perkawinan, maka tidak akan ada perceraian untuk selama
famanya kecuali perpisahan karena kematian.

Lembaga perkawinan merupakan unit terkecil utuk terbemtuknya suatu

kelormpok masyarakat yang akhirnya membentuk bangsa dan gegara. Di dalam

Y tbid,, hal,

* Ibid, hal. 37

Universiias indonesia
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peraturan perundangan suatu perkawinan vang sah akan membawa akibat hukum
baik terhadap hubungan suami istri, serfa kedudukan hukum anak.

Untuk melaksanakan perkawinan itu sendiri harus memenuhi syarat syarat
yang telah ditentukan oleh Undang Undang Perkawinan tersebut,

Dalam Bukunya *Huokum Perkawinan menurat KUHPerdata”, Wahyono
Darmabrata menyatakan bahws untuk dapat melaksanakan perkawinan harus
dipenuhi duz syarat yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah
syarat vang mengenai pribadi calon seami — istri vang akan melangsungkan
perkawinan, sedangkan syarat formil adalah syarat yang mengenai formalitas
formalitas yang harus dipenuhi atau dilakukan pada saat dilangsungkannya
perkawinan’.

Syarat formil perkawinan adalab syarat syaral yang mengatur atan
berkaitan dengan formalitas formalitas yang mendahulyl serta menyertal
pelangsungan perkawinan, yang diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 84
Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Syarat materiil umum terdicd dari :

- 1. Persetuinzn Bebas, diatur dalam pasal 28, 80 KUH Perdata

Pasal 28 :

Asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua
calon suami — sire,

Pasal 80

Dihadapan Pegawail Catatan Sipil, dan dengan dihadin oleh saksi saksi, Kedua
calon suami dan istri harus menerangkan, yang satu menerima yang lain
sebagai istrinya dan yaog lain, menerima yang satu scbagal suaminya, pula
bahwa mereka dengan ketulusan hati akan menunaikan segala kewajiban demi

undang undang ditugaskan kepada mereka sebagi suami isiri.

% Wahyone Darmabrata, Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdata, (Depok; Oktober
20463, hm, 63
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Artinva bahwa untuk melaksanakan perkawinan tersebul baik calon pihak
suami maupun pihak calon isiri tidek mendapat paksaan dari pihak manapun
juga untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan ini, karena tanpa

kehendak bebas dari mereka maka perkawinan ini tidak dapat dilaksanakan,

. Usia bagi pria dap wanita untuk melangsungkan perkawinan, diatur dalam
pasal 28 KUH Perdata,

Seorang jejaka yang belum mencapai genap delapan belas tahua, sepertipun
seorang gadis yang belum mencapai genap umur lima belas tabun, tidak
diperbolehikan mengikat dirinya dalam perkawinan, semeatara itu dalam hal
adanya alasan alasan yang penling, Presideng berkuasa meniadakan larangan

ini dengan memberikan dispensasi.

Usia calon suami dan istr ini terkait dengan kematangan sosial suami dan istri
tersebut uniek dapat berlanggung jawab secara lahir dan batin untuk dapat
membina keseiabteraan keluarga dan di dalam masyarakat, dengan usia yang
matang ini pela suami dan s dapat menganggulangi permasalahan

permasalahan yang akan timbul di dalam keluarga mereka.

. Calon suarni dan istri tidak dalam keadaan kawin, diatur dalam pasal 27 KUH
Perdata,

Dalam waktu yangs sama seorang laki laki hanya diperbolehkan mempunyai
gatu orang perempuan Sebagal istrinya, seorang perempuan hanya satu orang

faki Taki sebagai suaminya,

KUH Perdata menganut asas monogami, yaitu bahwa dalam waktu yang sama
seorang pria hanya diperbolehkan untuk memiliki satu istri dan sorang waniia

hanya diperbolehkan memiliki satu suami saja.
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4. Tenggang wakin unggu, diatur dalam pasal 34 KUH Perdata.
Seorang perempuan {tdak diperbolebkan kawin lagi melainkan setelah lewat
tiga ratus hari semenjzk perkawinan terakhir dibubarkan,
Bagl wanita yang baru saja melakukan perceraian dan kemudian bermaksud
untuk menikak kembali harus melaksanakan wakiu funggu selama 300 hari.
Hal inl untuk mencegah kebingungan apabila wanita tersebut hamil setelah
perceraian dan dengan adanyd masa funggu tersebut, maka dengan mudah akan

diketahui siapa ayah dart bayi tersebut.

Syarat materiil khusus adalah :

1. Izin untuk melangsungkan perkawinan
Bagi anak dibawah wmur yang bermaksud untuk melaksanskan perkawinan
diwajibkan untuk mendapat iiin dari orang tua mereks, hal ioi berlaku untuk

anak sah dan anak di luar kawin atau anak yang dilabirkan diluar perkawinan.

2. Larangan larangan tertentu upiuk melaksanakan perkawinan,
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, larangan untuk melakukan pernikahan di laksanakan
untuk mereka
a. Yang mempunyai hubungan darsh vaog tedals dekat antara calon suami-
istri
b. Yang mompunyar hubungan keluarga semenda
¢. Yang mempunyat hubungin semenda
d. Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berfaku

¢. Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami-istri.

Dalam pasal 2 syst 1 Undang Undang Perkawinan disebutkan bahwa
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing
agamanya dan kepercayaannya ifu.

Dari ketentwan disias dapat dilihat bahwa sebagal negara yang
berlandaskan Pancasila, dimana pada sifa pertama yaity KeTubanan Yang Maha

Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ketentuan
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hukurn agama dan kepercayaannya sehingga dengan demikian perkawinan bukan
saja mempunyai hubungan dengan unsur lahir tapi juga dengan uesur batin yang
mempunyal peranan yang sangat penting. Maka bagi warga negara yang beragama
Islamn apabila hendsk melakukan perkawinan supaya sah harus memenuhi
ketentuan bekum perkawinan Istam. Demikian juga untek warga negara Indonesia
yang yang lain yang beragama seclain Islam misalnya Nasrani, Hindu, Budha,
maka hukum merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan menentukan sahnya
perkawinar.

Kiranya dapat diambil kesumpulan bahwa pengeriian perkawinan batk
menurut hukem Islam manpun menunut ketentuan perundang undangan tidak ada
perbedsan yang prinsipll, dimana pada intinya semua menyebutkan bahwa
perkawingn itu adalah ikalan lahir dan balin antara seorang pria dan wanits untok
membentuk suatu keluarga yang bahagia.

Penduduk Indonesia terdiri atas dua golongan yaitu, Warga Negara
Indonesia dan Warga Negara Asing. Setiap orang asing yang masuk ke wilayah
Indonesia wajib mendapatkan 1jin masuk, ijin masuk diberikan sesuai dengan
jeris visa yang dimiliki oleh orang asing vang bersangkutan.

. D1 ers globalisasi seperti sekarang iIni dimana teknologi semakin canggih,
maka semakin memungkinkan untuk masyarakat semakin mudah untuk
berinteraksi satu sama lain, baik sesama Warga Negara Indonesia, dan antar
Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, Sehingga tidak menutup
kemungkinan adanya hubungan khusus antara pria dan wanita yang semakin
mendalam yang dapat berakhir dengan perkawinan.

Perkawinan atas antar bangsa iri disebut juga dengan Perkawinan
Campuran. Dalam Pasal 57 Undapg Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah ‘Perkawinan antara
dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada dua hukum yang berlainan, karena
perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia’.

Sama dengan perkawinan pada umumnysz, salah satu fwjuan dani
perkawinan campuran adalah mempunyai keturuman. Anak vang lahir dari
Perkawinan campuran akan mempunyai Kewarganegaraan yang sama dengan ayah

anak tersebut, dalam hal Ini apabila seorang wanita Warga Negara Indonesia
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menikah dengar Pria vang berkewarganegaraan asing. Kekecusliannya adalah
apabila negara asing si ayab tidak memberikan kewarganegaraan bagt anak anak
yang dilzhirkan oleh si ibu yang mempunyai kewarganegaraan [ndonesia.

Dalam Undang Undang Kewarganegaraaan No. 12 tahun 2006, Pasal 4
huruf ¢ disebutkan bahwa;

“anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga
Negara Indonesia, telapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atav hukum
negara asal ayahnya fidak memberikan kewarganegaraan kepada anak fersebut”™

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila negara si ayah yang
menikah  dengan  wanita warga negara Indonesia  tidak memberikan
kewarganegaraan kepada anak tersebut maka dengan otomatis anak tersebut
menjadi warga negara Indonesia.

Hubungan hukum antara suami istrd vang melangsungkan perkawinan
campuran itu dikbawatirkan akan selalu menimbulkan persoalan berkenaas
dengan status kewarganegaraan darl putra putri mereka.

Dari  segi Hukum  Perdate  Internasional, dalami  menentukan
kewarganegaraan seseorang, Indonesia menganut asas/prinsip nasionalitas atau
- prinsip kewarganegaraan, berdasarkan pasal 16 Algamene Bepaling . van
Weegeving (AB), yang pada pokoknya menyatakan bagi warga negara Indonesia
dimanapun fa berada gkan berlaku hukem nasional Indonesia. Hal ini berfaku
secara analogi bagi orang orang asing yang berada di Indopesia.t

Persoalan tentang berbedanya hukum kewarganecgaraan vang dianut oleh
pasangan suami istri yang melakukan perkawinan campuran jugas berpengaruh
kepada status kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran, khususnya
pada tulisan ini adalah antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing,
yang terjadi baik antara perempuan Indonesia dengan dengan pria asing ataupun
sebaliknya, pada dewasa ini cukup memberikan dampak yang berarti techadap

status kewarganegaraan anak yang dihasilkan dart perkawinan campuran tersebut.

§ Zulfa Djoko Basuki, Bunga Rampai Kewarg negaraan Dalam Persoalan Perkawinan
Cempuran, {(Jakarta; Badao Penecbit FHUL 2007), him. 24,
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Selama hampir sclengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam
perkawinan campuran antirs Wargs Negara Indonesia dengan Warge Negara
Asing, mengaca pada Undang Undang No.62 Tahun 1958 tentang
kewarganegaraan. Seiring berjalannya wakte undang - undang ini dinilai tidak
sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuraq,
terutama perlindungan untuk istri yang berwarganegara Indonesia dan anak dari
seorang warga negara asing. Barulah pada 11 Juli 2006, Dewan Perwakilan
Rakyat mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya
undang-undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang
mempunyal anak, yang menikab dengan warga neégara asing, walaupun pro dan
kontra masih saja timbul, namun sscara garis besar undang-undang baru yang
memperbolebkan  dwi  kewarganegarsan terbatas imi sudah  roembenkan
pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan
campuran.

Adaaya  Undang Undang Perkawinan dan  Undang  Undang
Kewarganegaraan ini sangatlah dibutuhkan guna memberikan dasar dasar pokok
hukum perkawinan campuran yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia vang
menikah dengan Warga Negara Asing.

Dalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa
bagi orang orang vang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan
campuran itu, dapat memperoleh kewarganegaraan darl susmi afau istrinya dan
dapat pula kehilangan kwearganegaraan, megurut cara cara yang telah ditentukan
dalam Undang Undang Nomor 12 Tabun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Berdasarkan penjelasan umum Undang Undang nomor 12 tabun 2006
dijelaskan mengenai cara cara memperoleh kewarganegaraan, diantaranya yaitu
karena kelahiran, perkawinan, serta turut ayah dan atau ibu.

Undang Undang ini memberikan angin segar bagi pasangan yang
melakukan perkawinan campuran yakni memberikan kewarganegaraan ganda
terbatas bagi amak hasii dari perkawinan campuran aatars Warga Negara
Indonesia dengan Warga Negara Asing yaitu sebelum anak tersebut berumur 18
{(delapan belas) tahun dan belum menikah, ketentuan inl bertujuan untuk

melindungi kepentingan anak yang lahir dari perkawinan campuran.
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Dengan latar belakang lahiroya undang undang ini maka status
kewarganegaraan anak yang dilahirkan tersebut menjadi jelas, ietapt untuk lebih
jelasnya lagt penulis ingin mengetahni lebih jauh mengenai pengaruh

pembertakuan undang undang ini, maka penulis memilih judul tesis ini :

PENGARUH PEMBERLAKUAN UNDANG - UNDANG NO. 12 TAHUN
2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN TERHADAP ANAK HASIL
DARI PEREAWINAN CAMPURAN,

1.2 Pokok Permasalahan

Seperti yang dijelaskan dimuka perkawinan campuran menurut Undang
Undang No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia
tunduk pada hukem yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah

satu pthak berwarganegara Indonesia,

Perkawinan campuran ini tidak banya berdampak kepada pasangan suami
istri yang berbeda warga megara di dalam suatu rumah tangga, mengingat
Indonesia tidak mengezzéi gwi kewarganegaraan, dan hal inilah yang berpengaruh
terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan vang sah kedoa orang
fuanya.

Dalam alinea pertama dari Penjelasan Undang Undang Nomor 23 tentng
Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

“Anak adalah amanat sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang
senantiasa harus kita jaga dakens dalam dirinya melekat harkat , martabat dan hak
hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak ssasi anak merupakan
bagian dart hak asasi manusia baik dalam UUD 45 maupun dalam Konvensi PBR
tentang Hak-Hak Anak. Dari sist kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah
masa depan bangsa dan generasi penerus cita cita bangsa, schingga setiap anak
berhak atas kelangsungan hidap, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta
berhak atas perlindungan dari tindsk kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak
sipil dan kebebasan,
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Dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 discbutkan bahwa
anak hastl dart perkawinan campuran diperbolehkan memiliki kewarganegaraan
ganda sampai dengan umur 18 tahun atan sudah menikah. Meskipun dalam
Undang Undang kewarganegaraan ini tidak dikenal kewarganegaraan ganda tetapi
kevarganegaraan ganda yang diberikan sampai uvmur 18 ahun ini adalah
merupakan suatu pengecualian,

Mengingat begitu pentingnya status hukum anak yang dilahirkan fersebut
setelah berlakunya Undang Undang ini maka seiring dengan lahirnya Undang ~
Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewargarganegaraan Ini  Himobul

permasaiahan seperii di bawah Ini :

1. Bagsimana pengaruh Undang Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang
kewarganegaraan ini terhadap kewarganegaraan anzk vang dilahitkan dari

perkawinan campuran?

2. Apakah penerapan Undang Undang Nomor 12 tahun 2006 ientang
kewarganegaraan akan menimbulkan permasalabhan terhadap status hukum

anak tersebet di kemudian hari?

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
mengunakan Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu metode yang
lebih mengutamakan aspek — aspek hukum positif yang berlaku. Penelitian ini
juga dapat dilakukan terhadap hukum positif yang tertulis maupen tidak tertulis.”

Metode ini juga menitik beratkan kepada peneliian terhadap data
kepustakaan atau disebut data sekunder wmelalui asas asas hukum dan
perbandungan kukum,

Pendekatan Yuridis Normatif ini juga dimaksudkan untuk mengkaiji lebih

jauh bagaimapa peraturan mengenai status anak hasil dan perkawinan campuran

7 8ri Mamudii, et al,, Merode Penelirian dan Penulisan Hukum, (Jakaria: Ponorbit
FHLUIL, 2003, Mm. 10,
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setelah  berlakunya Undang Undang No. 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan,

Kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penulisan ini
adalah studi kepustakaan dan didukung oleh wawancars dengan nara sumber,
Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang berkenaan dengan
hukum perkawinan secara urmumnya dan perkawinan campuran pada khususaya.
Data Kepusiakaan tersebut diperoleh dari bahan bahan hukum yang terdiri dari ¢
1. Sumber Hukum Primer:

Yaitu berbagai peraturan perundang-undangan, seperti misalnya :
a.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdaia,
b.  Undang-Undang Mo. 1 tahan 1974, tentang Perkawinan,
¢.  Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
2. Sumber Hukun Sckunder :
Yaitu buku-buku, laporan hasil penelitian, makalah makalah atau tulisan dalam
media cetak, skripsi, tesis dan Informasi melalai Interpet,

3. Sumber Hukum Tertier :
Bahan hukum tersier yang digunakan berupa artikel-artikel ilmiah yang

digunakan untuk mencerangkan baban hukum sekunder.

Yang merupakan data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari
masyarakat. Dalam pegelitian ini pengumpulan data primer yang dilakukan adalah
pengurnpuian data melalui wawancara dengan narasumber,

Bahan hukum primer yang diperoleh untek penulisan ini adalah dengan
mengadakan wawancard dengan narasumber para pasangan perkawinan campuran

yang ada di Indonesia.

Penclitian in1 bersifat deskriptif, karena ditnjukan untuk lebih menjelaskan
mengenai status hukum kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran
pasca diberlakukannys Undang Undang Nomor 12 tshun 2006 mengenai

Kewarganageraan,
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Sistematika Penulisan

Sisternatika dalam penulisan tesis ini adalah merupakan suatu penjelasan

mengenai susunan darl penulisan dengan sistematis dan terperinei dengan maksud

untuk memberikan gambaran yang jelas atas tesis ind, penulisan ini dibagi atas 4

{empat) bab dengan perincian sebagi berikut

BAB 1

BAB 2

‘BAB 3

BAB 4

PENDAHULUAN
Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, pokok
permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam

tesis ini.

PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian perkawinan secara
umum, pengeriian perkawinan campuran, keabsahan perkawinan
campuran, akibat hukum dari perkawinan campuran, dasar hukum

perkawinan ¢ampuran dan asas asas perkawinan camputan,

STATUS HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN
CAMPURAN.

Pads bab ini skam membahas mengenai akibat hukum yang terjadi
terhadap status anak dalam perkawinan campuran scbelom dan
sesudah berlakunya Undang Undang Nomor 12 tahun 2006,
prosedur pendaftaran kewargangeraan untuk anak hasil perkawinan
campuran, Komentar dari pasangan perkawinan campuran dan

pembahasan kasus.

PENUTUP

Bab penutup ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil analisa
yang telah dilakukan serta saran saran dari penulis yang kiranya
dapat digunakan untuk membaniu pihak yang (erkait, dan

penelitian selanjutnya.
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BAB 2
PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA

2.1 Pengertian Perkawinan Campuran

Di dalam kehidupan bermasyarakat, di era globalisasi seperti sekarang int
dengan teknologi vang semakin canggih, maka setiap orang dapat bersosialisasi
dan berkomunikasi dengan siapa sgja tanpa memandang latar belakang, ras dan
suku bangsa. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya hubungan spesial dan
ketertarikan antara pria dan wanits, baik sesama warga Indonesia maupun antar
warganegara dikarenakan beragamnya bangsa yang ada di Indonesia di jaman
yang sermiakin berkembang di segala bidang,

Jalur perkenalan yang membawa pasangan yang berbeda bangsa ke
hubungan yang lebih dekat sehingga meningkat ke jalur pernikahan ini bisa
melalui internet, teman sekanior, pertemuan pada saat liburan, teman kuliah atau
. sahabat pena. Perkawinan antara dua orang yang berbeda warga negara juga bisa.
terjadi pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di lnar negeri

Dengan banysk terjadinya perkawinan campuran di Indonesiz maka
dibutuhkan adanya perlindungan hukum bagi individu individe tersebut
khususoya bagi individu yang berwarganegara Indonesia,

Sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahan 1974, berlaku aturan
vang ada dalam Gemengde Huwelijke Reglement staatblad 1898 no. 158, yang
menyebutkan sebagai berikut

Perkawioan Campuran adalah perkawinan antara orang orang yang di

Indonesia tunduk pada hukem yang berlainan, berlainan agama, berlainan

golongan dan berlainan lingkungan.

Menurut M. Koesnoe dalam Varia Peradilan, menyebutkan bahwa yang

dimaksud dengan hukum yabg berlainan adalah pertalian hukum dalam
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masyarakal yang suasananya hukumnya hetecrogen artinya berlakunya
beberapa ketentuan yang ada dalam satu wilayah dalam hal ini Indonesia.

Dalam makalah yang disampaikan pada Seminar Pencatatan Anak Hasil
Perkawinan Campuran pasca berlakunya Undang Undang no 12 tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia di Balai sidang FHUI Depok,
Surini Ahlan Sjarif menyatakan bahwa Keadaan tersebut diatas dikenal
sebagai pluralisme hukom yang terjadi sebagai akibat dari peraturan
perundang undangan warisan pemerintah jajahan yang membagi penduduk

Indonesia dalam 4 (erapat) golongan penduduk.

Diakibatkan sering adanya salah pengertian dari peraturan lersebul
dikarenakan dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa perkawinan autar agama
dan perkawinan antar golongan jugs lermasuk sebagal perkawinan campuran,
maks dengan berlakunya Undang Undang no. 1 tahun 1574 yang lebih
memberikan arti yang khusus pada perumusan perkawinan campuran, stb, 1898
tiddak berlaku lagi.

Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ini selain mengatur
. perkawinan pada umummya juga mengatur pengertian perkawinan campuran yang

terdapat dalam Pasal 57, yaiu ;

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang undang ini
adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pads hukum
yang berlainan, karena perbedaan kewargancgarazn dan salah satu pihak
berkewarganegaraan asing dan salah sate pihak berkewarganegaraan

Indonesia”.

Dari definisi diatas dapat divratkan onsur unsur perkawinan campuran sebagal
berikut :

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita

2. Tunduk pada aturan yang berbeda

3. Adanya Perbedaan Warga Negara
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4. Salah satu pihak berwarga negara Indonesia®

Berdasarkan definisi dari kedua Peraturan di atas terdapat perbedaan yang
mendasar, Dalamn stb. 1898 No. 138 menitikberatkan pada perbedaan hukum
vang disebsbkan oleh perbedaan golongan penduduk, lingkungan dan
agama, sedangkan Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 menitikberatkan
pada perbedaan hukum scbagal akibat dari perbedaan kewarganegaraan

asing dan yang satu lagi berkewarganegaraan Indones a’

2.2 Asas Asas Perkawinan Canipuran
Undang-undang Nomor 1 tabun 1974 mengatur Asas asas prinsip prinsip

perkawinan campuran, yaitu prinsip :

a. Asas Teritorial, yang tercermin pada Pasal 59 ayat 2 {dva) Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu :
“Perkawinan campuran vang dilangsungkan di Indonesia dilakukan
menurol vadang undang perkawinan ini”.
Prinsip ini mengakibatkan siapa saja yang melakukan perkawinan di
Indonesia harus tunduk dan mengikuti undang-undang perkawinan
nasional yang berlaku di Indonesia sekalipun salah satu pihak adalab
warga negara asing.
Sebaliknya harus diindabkan juga adanya prinsip personalitas dari
mercks yvang hendak melangsungkan perkawinan, yansg berarti bahwa
selain harus tunduk pada hukum yang berlake di Indonesia harus pula

memenuhi ketentuan hukum yang berlake df negara asalnya.'”

* Abdulkadic Mubammad, Hukum Perdaia Indonesia, cet. 1, {(Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti: 1993), him. 103,

S Tim Pengajar Hukam Perorangan Perdaia Baral, “Hukum Perorangan Perdaia Barat
Buku A, (Depok: Fakultas Hukum Universitas [ndonesia, 2000), hai. 123,

W ibid, hal, 126
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b. Asas Personalitas, tercermin pada Pasal 60 ayat 1 (satu) Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974, yaitu :
“Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti
bahwa syarat syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang

berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi”.

Prinsip personalitas ini mengakibatkan perkawinan campuran tidak dapat
dilaksanakan sebelum terbukti syarat syarat perkawinan yang berlaku bagi masing
masing pihak telah dipenuhi.
Perkawinan tidak dengan sendirinya mengakibatkan tunduk pada status
kewarganegaraan suami, dengan demikian pula tidak mengakibatkan istri tunduk
pada hukum yang berlaku bagi suaminya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :
“Bagi orang orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan
perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari
suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara
cara yang telah ditentukan dalam undang undang kewarganegaraan

Republik Indonesia yang berlaku”. .

Menurut Bayu Seto dalam bukunya Dasar dasar Hukum Perdata
Internasional menyatakan bahwa :
Prinsip teritorial artinya sistem hukum yang diberlakukan di dalam badan
peradilan suatu negara yang pada dasarnya merupakan sistem hukum
intern negara itu, terhadap sistem hukum asing hanya akan diberlakukan
dan atau diperhatikan sejauh penguasa atau negara forum
mengizinkannya. Sedangkan prinsip personalita merupakan status yang
berkenaan dengan orang dalam peristiwa-peristiwa hukum yang
menyangkut pribadi dan keluarga. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya,
kaidah-kaidah hukum yang dikategorikan kedalam statuta personalita
hanya berlaku terhadap orang yang berkediaman tetap di wilayah penguasa
yang memberlakukan statuta itu, dan tetap berlaku terhadap orang itu

meskipun ia berada di wilayah penguasa lain
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2.3 Tata Cara Perkawinan Campuran
Perkawinan campuran dapet dilaksanakan di Indonesia juga dapat
dilaksanakan di luar negeri. Apabila dilaksanakan di Indonesia maka perkawinan
campuran ini harus dilaksanakan menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 sebagaimana tercantum dalam pasal 60 dan 61.
Untuk dapat menikah di Indonesia, Pria warga negara asing harus
menyerahkan "Surat Keferangan® yang menyatakan bahwa ja dapat kawin dan
akzn kawin dengan WNIL SK ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di

negaranya. Selain itu harus pula dilampirkan'' ;

« Fotokopi Identitas Diri (KTP/pasport)

» Foiokopt Akte Kelahiran

= Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawinjatau

+  Akte Cerat bila sudah pernah kawin; atau

»  Akte Kematian istri bila 1stri meninggal

« Swrat-surat tersebut laly diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia olch
penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan

Negara WNA. tersebut yang ada di Indonesia.
Untuk wanita warga negara Indonesia:

» Fotokopi KT

« Fotokopi Akle Kelahiran

« Data orang tuz calon mempelat

«  Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa anda tidak ada

halangan bagi anda vatuk melangsungkan perkawinan

Sebagaimana disebutkan pada halaman 17 diatas bahwa Undang undang
Nomor 1 Tahun 1974 mengandung asas prinsip Teritorial dan Personalitas, kedua
prinsip tersebut digunakan sebagal pegangan. Dan untuk membuktikan syarat

syarat hukum yapg harus dipenuhi oleh masing masing pihak yang hendak

Y Perkawinan Campuran htip/durnalhukum blogspot.com , 11 April 2009
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menikah, apabila perkawinan campuran tersebut dilaksanakan di indonesia maka
terlebih dahulu haruslah memperoleh surat keterangan  telah dipenuhinya
persyaratan perkawinan dati Pegawal Pencatat Perkawinan yang berwenang.
Sebagai mana tercantum dalarnm Pasal 60 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tabun
1974 tentang perkawinan yang menyatzkan bahwa "Perkawinsn tidak dapat
dilangsungkan sebelum terbukii bahwa syarat syarat perkawinan yang ditentukan
oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing masing telah dipesuhi®. Dalam hal
ini masing masing pihak menyatakan bahwa telah dipenuhi ketentuan ketentuan
yang berlaku, dan setelah ito baik orang asing tadi maupun warga Negara
[nddonesia meminta terlebih dahulu surat keterangan dari pencatat yang
berwenang, dimana surat keterangan tersebut berisi penjelasan telah benar benar
dipenuhi syarat syarat dan ketenfuan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya
terhadap masing masing pihak.

Surat keterangan dimaksud merupakan bukiti bahwa syarat syarat yang
ditetapkan atau diminta oleh pegawai pencatat telah dipenubi dan setelah im
barulah perkawinan campuran lersebuf dapat difaksanakan. Hal int sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 60 ayat 2 {dua) Undang-undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974, dan untuk membuktikan syarat syarat tersebut sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 60 ayat I{(satu} telah dipenuhi dan oleh karenanya tidak
ada rintangan untuk melangsungkan pernikahan campuran, maka oleh mercka
yang menurnt hukum yang berlaku bagi pihak masing masing berwenang
mencatat perkawinan diberikan surat keterangan bahwa syarat syarat tersebut
telah dipenahi. Dalam pasal 60 ayat 3 Undang undang Perkawinan juga
disebutkan bahwa jika pejabal yang bersangkutan menolak untuk memberikan
surat kcicrangén dimaksud, atas permintaan mereka yang hendak melangsungkan
perkawinan campuran dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, supaya
pengadilan memberikan keputusan tentang apakah penolakan pemberian surat
keterangan oleh pejabat pencatat yang berwenang itu beralasan atau tidak.

Putusan pengadilan yang membenarkan atau menolak permintaan yang
bersangkutan merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat akhir, karena ite
tidak boleh dimiotakan banding. Fika pengadilan memutuskan bahwa penclakan
penjabat pejabat pencatat yang berwenang dianggap oleh Penpadilan tidak
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beralasan maka keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadifan dapat digunakan
sebagat pengganti surat keterangan penjabat pencatal tersebut, dan dengan adanya
keputusan pengadilan yang menggantiken serat keterangan tersebut maka
perkawinan campuran dapat dilaksanakan ',

Dalam Pasal 61 Ayat 1 jugs menyebutkan bahwa apabila perkawinan
campuran dilaksanakan tanpa memperiihatkan ferebih dahulu kepada pegawai
pencatat surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan maka yang
melangsungkan perkawinan campuran ita dibukum dengan kwrungan selama
lamanys satu (1) bulan. Sedangkan untuk pegawai pencatat perkawinan yang
mengetahul bahwa keterangan ates keputusan pengganti keterangan tidak ada,
dihukum dengan hukuman kurungan selama lamanya tiga bulan dan dikukum
jabatan (Pasal 61 ayat 3).

Surat keterangan atau putusan Pengadilan pengganti surat keterangan tidak
mempunyai kekuatan apabila dalam tempo 6 (enam} bulan perkawinan campurac
trsebut tidak dilaksanakan sebagaimana diatur dalamn Pasal 60 ayat 5 Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 (entang Perkawinan vang micnyebutkan bahwa
“Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai
. kekuatan lagi jika perkawinan inf tidak dilangsungkan dalam masa 6 {enam) bulan
sesudah keterangan itu diberikan™

Sesudah para pihak menerima surat kelerangan telah dipenuhinya syarat
perkawinan atay putusan Pengadilan pengganti surat keterangan tersebut, yaitu
terhitung sejak hari dan tanggal dikelnarkannya surat keterangan atau putusan
Penpadilan  pengganti surat  keferangan fersebut. Apabila mereka hendak
melangsungkan pernikahan setelah masa 6 (enam) bulan tersebut maka kedua
belab pihak hares meminta surat keterangan yang bary, Apabila perkawinan
campuran felah selesai dilaksangkan maks perkawinan campuran tersebut
kemudizn dicatat oleh petugas pencatat yang berwenang dalam daftar catatan

perkawinan.

¥ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Internadionad, {(Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2000), Alm.243.
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Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang
peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur mengenai
Lembaga Pencatatan Perkawinan menyebutkan babwa dalam hal pencatatan
perkawinan campuran maka harus dilakukan oleh pegawal pencatat yang
berwenang. Bagi yang beragama Islam ialah Pegawai Pencatat Niksh atau
Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedangkan yang bukan
beragama Islam adalah Pegawai Kantor Catatar Sipil sebagal mana dimaksud
dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 1934 tentang Pencatatan Nikah,

Dalam penjelasan pasal demi pasal dari pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tabun 1975 ini menentukan bahwa “dengan adanya ketentvan tersebut
dalam Pasal inf, maka “pencatatan” perkawinan dilakukan hanya oleh dua
instansi, vakni Pegawal Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk dan Kantor Catatan
Sipil atau Intansi/Pejabat yang membantunya”.

Untuk perkawinan campuran yang dilaksanakan di luar wilayah hukum
Indonesia menunit pasal 56 Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan vang
dilakukan di luar Indonesia antara dua orang warga negasa [ndonesia atan seorang

warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Menurut Prof Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (2004),
perkawinan selain harus memperhatikean hukum negara, seperdi yang
tersimpul dalam pasal 2 ayal 2 (dva) Undang-undang Perkawinan  den
penjelasannya, juga harus memperhatikan agama dan kepercayaan suami-
istri. Dengan demikian pevkawinan adalah sah jika dilakukan menurat
hukum negara, dan dilangsungkan menurut hukum masing masiog agama

dan kepercayaannya itu,”

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan
ditujukan agar peristiwa perkawinan ilu dapal menjadi jelas baik bagi yang

bersangkutan atsu masyarakat lainnya, karena dapat dibaca dalam suatn surat

“ Wahyono Darmabrala dan Surini Adlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia,
Cet. 1T, {Depok:FHUL 2004) hlm. 19,
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yang bersifat resmi, dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus yaog
disedizkan untuk itu, yang sewsktu waktu dapat dipergunakan dimana perlu,
terutarna sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Sehingga dengan adanya
surat bukti tersebut dapatlab diterima atau dicegah sesustu perbuatan yang ada
hubungannya dengan it ™

Menurut Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pelaksana No. 9 Tahup 1975,
perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumunan kehendak
perkawinan yang dilskukan oleh pegawai pencatat. Tata cara perkawinan
dilakukan menurut hukum masing roasing agama. Perkawinan dilaksanakan di

hadapan pegawai pencatat dan dikadiri oleh dua orang saksi®

2.4 Syarat Sahaya Perkawinan Campuran
241  Menurat Hukum Perdata Indonesia

Secara Teoretis dalam Hukum Perdata Indonesia dikenal dua
pandangans utama yang membatasi pengeriian Perkawinan Campuran vaits’® ;

a. Pandangan yang beranggapan bahwa sutau perkawinan campuran adalah
perkawinan yang berlangsung antara pihak pihak yvang berbeda domicile-
nya, sehingga terhadap masing masing pihak berlaku kaidah kaidah hukum
intern dari dua sistem yang berbeda.

b. Pandangan yang berangpapan bahwa sutau perkawinan dianggap scbagat
perkawinan campuran apabila para pibak berbeda kewarganegaraan
nasionalitasnya, scbagaimanz  vang  dianut  eleh  Undang-undang
Perkawinan.

Asas asas utama yang berkembang dalam Hukum Perdata Indonesia
tentang hukum yang harus digunakan untuk mengatur validitas material suatu

perkawinan adalah’’

" Dioko Prakoso dan { Ketut Murtika, Asas asus Hukum Perkawinan di Indonesia, cet. §,
{hakarta: PT. Bing Aksara: 1987}, him. 22,

* Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, et 11, {Bandung: PT. Citra Aditys
Buakti: 1993), hlm. 85.

S Bayy Seto, Dasar Dosar Hukum Perdate International, (Bandusg: PT. Civea Adilya
Bakti: 1992), Alm, 132
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a. Asas Lex Loci Celebrationis
Bahwa validitas material perkawinan harus ditetapkan berdasarkan
kaidzh hukum dari tempat dimana perkawinan
diresmikan/dilangsungkan.

b. Asas yang menyatakan bahwa validitas material suatu perkawinan
diteniukan berdasarkan sistem hukum dari tempal masing masing
pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan di Iangsungkan.

c. Asas yvang menyatakan bashwa validitas material perkawinan harus
ditentukan berdasarkan sistern hekum dari tempal masing masing
pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan,

d, Asas yang menyatakan bahwa validitas malerial perkawinan harus
gitentukan berdasarkan sistern hukum dari tempat dilangsungkannya
perkawinan {Locus Celebrationis) tanpa mengabaikan persyaratan
perkawinan yaog berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum

perkawinan dilangsungkan,

Asas pada point d ini juga diamut di dalam Undang-endang Perkewinan
Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 56 ayat 1 (satu) yang menyatakan ©

“Perkawinan yang dilangsengkan di luar Indonesia anfara dua orang
warga negara {ndonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan
seorang warga negars esing adalah sab bilamana dilakukan menumt
hukum vang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan,
dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan ketentuan

Undang-undang tat".

Syarat Syarat materifl dari perkawinan dikenal juga dengan istilah
Impediments to Marriage, Obstacles to Marriage, Impedimenta Impedientia
{(halangan halangan uptuk dilaksanakannya pernikahan), syarat syarat yang

bersifat mutlak, dapat menjadikan perkawinan menjadi batal atau dapat

T thid., hal. 132,
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dibatalkan.' Dalam hubungan ini digunakan istilab kewenangan atau kemampuan

untuk menikah.

Menurut Hukum Perdata International [ndonesia, Hukum perkawinan
termasuk status personal seseorang yang ditentukan oleh hokum mpasionalnya,
schingpa kewenangan untuk menikahi seseorang ditentukan oleh hukum nasional
sEseorang.

Hukum Nasional dari tiap tisp mempelai vang hendak menikah
mengatur kewenanganya untuk menikah. Oleh karena itu maka kewenangan dari
pihak suami harus ditentukan menurat hukum daripadanya. Demikian pula
kewenangan darl pihak istri harus diteritukan menurat Hukom Nasional dari istri.
Misalnys, jika harus ditentukan siapa yang harus memberikan persetujuan untuk
perkawinan yang hendak dilangsungkan, hal ini harus ditentukan oleh hukum dari
masing masing pihak. Demikian pula untuk menentukan berapa batas usia
minimurn untuk menikah.

Sepanjang perkawinan berlaku pengertian babwa bukum setempatiah yang
mengatur segala sesuatu mengenal formalitas formalitas ini yang dapat
berlangsung dengan dua cara yaitu ©
~.a.  Secara memaksa (compulsory), artinya bahwa perkawinan dilakukan menurut

hukum dari tempat dilangsungkannya (Lex Laci Celebrationis) baik yang
dilakukan di dalam maupun yang diluar peger, tidak ada sistem hukum lain
yang diperbolehkan.

b. Secars Optimal, artinya bahwa diadakan pembedan antara perkawinan
perkawinarn  yang  dilaksanakan di lvar segen. Perkawisan yang
dilangsungkan di dalam wilayah forum baus tunduk kepada formalitas
formalitas setempat, sebaliknya perkawinan dari pihak pihak di luar negeri

boleh memperhatikan Lex Loci Celebrationis mereka.

B cudarts Gagtarna, Hekem Perdata International Indonesia, {Bandang, Alumni: 1983},
Bim, 201,
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¢. Perkawinan yang dilangsungkan di dalam wilayah harus dilakukan menurut
ketentuan ketentuan dari forum, tidak ada bentuk bentuk perkawinan lain

yang diperbolehkan dalam hal ini ketertiban wmum mensyaratkanmnya,

Seperti  dikemukakan diatas, bahwa untuk dapal melangsungkan
peroikahan adalsh syah apabila dilakukan menurat hukum masing masing
agamanya dan kepercayaannya, didalam pengertian bahwa tidak ada swvato
perkawinant diluar hukum masing masing agama dan kepercayaannya. Dengan
kata lain tidak diperbolehkannya perkawinan antar agama dan bahwa perkawinan
antar agama tersebut tidaklah sah.

Dalam Regeling Op De Gemengde Huwelijien atan Peraturan mengenal
perkawinan campuran yang berlaku sebelum adanya Undang Undang Perkawinan
di Indonesta, yang termmwat delam Sib. 1898 No. 158, menurnt pertoran ind
perkawinan antar agama dapat dimasukan ke dalam peongertian perkawinan
campuran, karena menurut Pasal 1 undang vndang ind yang dimaksud dengan
perkawinan campurans adalah perkawinan antara orang orang yang di Indonesia
tunduk kepada hukum hukum yang berlainan.”

. .Dalam. Pasal 7 ayat 2 undang undang ini. jugs. menyatakan bahwa
perbedaan agarma sama sekali bukaolah penghalang untuk melangsungkan
perkawinan. Jadi ketentuan ini membuka seluas lvasnys kemungkinan untuk
mengadakan perkewinan antar sgama sekalipun dalam hal hal terlentu harus
mengenyampingkan hukum agama. Sudah barang tentu hal yang demikian sangal
bertentangan dengan prinsip Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,
sehingga oleh pasal £6 ¢

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

perkawinan  berdasarkan atas Undang Undang ini, maka dengan

berlakanya Undang Undang ini ketentuan ketentwan yang diatur dalam

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelifk Weiboek), Ordonansi

¥ Ibid., hal. 200,

2 Abdurrahnan dan Riduan Syaheani, Masaleh Masalak Hukum & Indonesia, {Bandung,
Alumni: 1978), ’lm, 24,
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Perkawingn Indonesia  Kristen {(Haweflifk  Ordonnante Christen
Indonesiers 8. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran {Regeling
op de gemengde Huwelijken 5. 1898 No. 138}, dan peraturan peraturan lain
vang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang —
Vndang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Maka dengan berlakeunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 maks Undang
Undang Perkawinan campuran yang disebatkan dalam pasal 66 ini ini dinyatakan
tidak beslaku.

2.4.2  Menurut Hukum Perkawinan Indonesia
Berdasarkan Pasal 59 ayat 2 {dua), Undang Undang Perkawinan Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menycbutkan bahwa Perkawinan campuran yang
dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan,
Dalam Usdang-undang ini dijelaskan pula mengenai pengertian dari
perkawinan campuran yaitu dalam Pasal 57 adalah perkawisan antara dua orang
vang <i Indonesia tunduk pada bukvmn yang berlginan, Karena perbedaan
kewarganegaraan dan salah satu pihak kewargansgaraan Asing dan salah satu
pihak berkewarganegaraan Indongsia.
Darl definisi Pasal 57 Undang Undang Perkawinan int dapat divraikan
unsur unsur perkawican campuran sebagai beikut
1. Perkawinan antara seorsng pria dan seorang warnita.
2. DiIndonesia tunduk pada aturan yang berbeda.
3. Karena pesbedaan kewarganegaraan.
4. Salgh satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
Unsur pertama jelas menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan.
Unsur kedua menunjukan kepada perbedaan hukum yang berizku bagi pria dan
wanita yang kawin itn. Tetapi perbedaan ita bukan karena perbedaan agama, suku
bangsa, golongan di Indonesia melainkan karens unsur ketiga karena perbedaan
kewuarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini bukan kewarganegaraan asing
semuanya, melainkan unsur ke empat babwa salah satu kewarganegaraan itu

adalah berwarga negara Indonssia. Tegasnya perkawinan campuran menumt UL
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ini adalah perkawinan antar warga negara Indonesia dan warga negara asing.
Karena berlainan kewarganegaraan tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka
juga berlainan®.

Syarat sahnya perkawinan campuran menurut Undang-undang Perkawinan

tercantum dalam Pasal :

i. Pasal 59 ayat 2
Perkawinan campuran yang dilangsungkan di indonssia  dilakukan

menurut Undang-undang Perkawinan,

2. Pasal60ayat 1
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan scbelum terbukti babhwa syarat
syarat perkawinan yang ditentukan oleh bukum yang berlaku bagi pihak

masing masing telah dipenuhi

3. Pasal 60ayat 2
Untek membukiikan bahwa syazat syarat tecgebut dalam ayat 1 welah
dipenuhi dan kareng itu tidak ada rintangan. untuk. melangsungkan
perkawinan campuran, maks oleh mereka yang meourut bukum yang
berlaku bagi pihak masing masing berwenang mencatat perkawinan,

diberikan surat keterangan bahwa syarat syarat telah dipenuhi,

4, Pasal 60 avat 3
Jika pejsbat vang bersangkutan menolak untuk memberikan surat
keterangan ito, makas atas permintaan vang berkepentingan, Peagadilan
memberikan keputusan dengan tidak beracara seria tidak boleh dimintakan
banding tentang soal apakah penolakan pemberian surat keierangan itu

beralasan atau fidalk.

*1 Ronsultast Hukues » Perkawinan Campuran, “<hspifwwwasiammays con/Konsuliasi
huknm/perkawinan/perk_campuran.dim>, 1 Apsil 2807
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5. Pasal 61 ayat 1

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawat pencatat yang berwenang.

Dari Pasal Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Usdang-
undang ini perkawinan campuran dianggagp Sah apabila dilakukan menvrat hukem
masing masing agama dan kepercayaan, dicatat memurut peraluran perundang
undangan yang beriaku guna memperoleh akte nikah, sebagai bukil bahwa

perkawinan tersebut adalah sah.

Z.5 Status Perempuan Dalam Perkawinan Campuran

Didalam undang Undang Kewarganegaraan Indopesia mengatur mengenai
kedudukan perempuan dalam perkawinan campuran, yakni pererapuan Indonesia
yang akan menikah dengan lelaki asing begitu pula wanits asing yang akan
menikah dengan lelaki warga negara Indonesia.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tshun 1974 mengenai
kedudukan wanita dalam perkawivan campuran ini diator dalam Pasal 2 G.H.R.
Swatblad 1898 No. 158 yang menyatakan bahwa seorang perempusn yang
melakokan perkawinan campuran, mengikell status sang svami bailk di bidang
hukum perdata maupun dalam bidang bukum publik, dimana dalam hal ind
bermaksed untuk adanya kesatuan hukum dalam keluarga.

Setelah berlakunya Undang Undang Perkawinan yang bedaku secara
nasional dan Undang Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia dimana
peraturan peraturan lama tersebut dinyatakan sudah tidak berlaky lagi. Asas
mengikuti kewarganegaraan suami agar tercapai kesatuan hukum dalam keluarga
berubah menjadi kebebasan dari pihak wanita untuk menentukan status
kewarganegaraan dalam perkawinan campuran aptara wargs negara. Hal ini
dilatarbelakangi oleh adanya emansipasi wanita, yang menyatakan babwa wanita
mempunyai hak dan kedodukan yang sama dengan pria dan juga unfuk
meningkatkan harkat dan martabat wanita. Kondisi ini ternyata ditkuti oleh negara

negara lain di dunia termasuk Indonesia.
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Akibat istri tidak lagi mutlak mengikuti status kewarganegaraan sudarni
dengan tujuan untuk terdapatnya kesatuan hukum kelvarga, akibatnya perkawinan
yang dilangsungkan antara warga negara ini harus tunduk pada sisiem hukum
yang berbeda. Perbedaan sistem hukum dalam bhukum ini berakibat pada
perkawinan antara suami dan istri, kedudukap anak yang dilahirkan dalam
perkawinan campuran dan harta benda di dalam perkawinen campuran.

Asas yang menyatakan bahwa wanita harus mengiknti status svami dalam
suatu perkawinan sangatlah diteniang oleh wanita pada umumnya dan oleh
pergerakan wanita pada khusosnya, karena hal tersebut tidak sesuai dengan hak
asasi sebagai waniia.

(Gerakan emansipasi wanita menghapuskan keutamaan harus mengikut
status pria dalam bidang kewarganegaraan. Perkawinan tidak boleh dipengarehi
oleh warga negara seseorang, anggapan ini lebih sesuai dengan kedudukan wanita
datam dunia modern. Dengan demikian dihindarkan berbagai cara melangsunghkan
perkawinan yang Kkhusus ditujukan untuk dapat menyelundupkan peraturan
peraturan  kewarganegaraan. Berbagal bentuk perkawinan pura pura harus
ditiadakan dengan diterima baiknya ketentuan, bahwa perkawinan sekali kali tidak
dapat mempengarchi kewarganegaraan pihak pthek mempelat yang bersangkutan.
Maka dengan demikian akan terwujud cita cita bahwa secara yuridis terdapat
keseimbangan antarz lelaki dan perempuan.

Dengan adanya Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mi
semakin menegaskan bahwa diberikan kebebasan kepada pihak wanita yang
melapgsungkan  perkawinan campuran uotuk menentukan status
kewarganegaraannya. Schingga pihak istri tidak lagi bergantung kepada

kewarganegaraan Suaminya.
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STATUS HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Selama hampit setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam
perkawinae campuran ini mengacu kspada Undang Undang Nomor 62 tahun
1958, tetapi dengan semakin berkembangnya zaman, undang undang ini
dipandang tidak mampu lagi mengakomaodir kepentingan para pihak dalam
perkawinan campuran terutama perlindungan isiri dan anak.

Schingga pada akhimya pada tanggal 11 Jull 2006, Pemerintah
mengesahkan Undang Undang Kewarganegaraan yaag baru vaitu Undang Undang
Nomor 12 Tabun 2006 yang diresa membawa sngin segar bagi kepentingan

perlindungan istri dan anak.

3.1. Sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 12 Tahan 2006

. Sebelum berlakenya Undang Usdang Nomor 12 Tahun 2006 tentung
kewarganegaraan ini Undang Undang yang mengatur mengenai kewarganegaraan
diatur berdasarkan Undang Undang nomor 62 Tahup 1958. Undang undang ini
membedakan perkawinan antara pria warga megara Indopesia dengan wanita
warga negara asing dam pria warga negara asing dengan wanita wargs negara
Indonesia, Dalam undang undang ini disebutkan bahwa wanita warga negara asing
yang menikah dengan warga negara Indonesiz boleh menjadi warga negara
Indonesia setelah dia mengajukan permohonan ustuk i dengan syarat
melepaskan kewarganegaraan ssalnya. Di lain pihak, seorang pria warganegra
asing yang menikah dengan wanita warga negara Indonesia tidak mendapat
perlakuan yang serupa. Laki laki tersebut tetap warga negara asing dan istrinya
boleh ftetap warga negara Indonesia, scrta anak anak yang lahir ikt

kewarganegaraan ayahnya.
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Dalam sistem hukum Indonesia, Profesor Sudarge Gautams menyatakan
bahwa kecondongan pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum dalam
keluarga, bahwa semua anak anak dalam keluarga ifn sepanjang mengenai
kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka tunduk pada hukum yang
sama. Kecondongan ini sesuai  dengan prinsip dalam Undang Undang No. 62
tahun 1968.2

Meskipun memiliki tujuan yang baik yaitu kesatuan dalam keluarga,
Kelemahan dari undang undang ini adalah bahwa dalam hal kewarganegaraan ibu
berbeda dari ayah, dan apabila terjadi perpecahan dalam perkawinan terscbut
maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan membesarkan anak anakova yang
berbeda kewarganegaraan, ierutama bila anak anak tersebut masih dibawah umur.
Sehingea undang undang ini dipandang tidak melindungi kepentingan dari istri
dan anak yang hidup dalam perkawinan campuran, sehingga terdapat akibat

hukum yang ditimbulkan dari undang undang ini.

3.1.Y. Terhadap Pria atan Wanita vang mentkah dengan Warga Negara
Asing

Dari Undang Undang ini ada dua bentuk perkawinan campuran

a.  Pria Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan Wanila Warga Negara

[ndonesia (WNI).

Berdasarkan pasal 8 UU No. 62 tahun 1958 ayat 1, seorang perempuan
warga negara Indonesia vaog kawin dengan seorang szsing bisa kehilangan
kewarganegaraannya, apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan keterangan
untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegarasn tersebut, ia
menjadi tanpa kewarganegarsan., Apabila suami WNA ingin memperoleh
kewarganegaraan Indonesis maka harss memenuhi persyaratan yang ditentukan
bagl WNA biasa. Karena sulitnya mendapat ijin tinggal di Indonesia bagi laki laki
WNA sementara istri WNI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan

* Sudargo Gautama, Hukum Perdaw Internasional dilndonesia, B, 1ilid 1i] Bagian I,
Buku ke-7, (Bandung: Penerbit Alumni, (995}, hal.86.
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lain bal (fakior bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjsan pendidikan,dil} maka

banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalam keterpisahan.®

Akibat dari Undang Undang ini terhadap Wanita Warga Negara Indonesia yang

menikah dengan Pria berkewarganegaraan asing :

1.

Karena Asas kewarganegaraan tunggal yang dianut Indonesia, menyebabkan
perempuan WNI yang tinggal di luar negeri dan ingin mempertabankan
kewarganegaraan Indonesia susah mendapat pekerjaan, tidak mendapatkan
perlindungan hukum bila menghadapi masalah,

Bila {a memutoskan untuk mengikuli kewarganegaraan suami maka i3 harus
kehifangan kewarganegaraan [ndonesia yang artinya ia juga kehilangan bak-
bak yang ia miliki dari keluarga dsbnya

Tidak dapat mensponsori suami maupun anak yang sudah dewass untuk
tinggal di Indonesia.

Bila suami tidak mempunyal pekerjaan di {ndonesia (otomatis tidak memiliki
Karte Ljin Tingpal Terbatas (KITAS) dari perusahaan) maka ia harus
mengurus visa kunjungan sosial budaya atau visa turis biasa bagi suami dan
anak-anak yang ingin tetap tinggal di Indonesia. Visa turis atau visa

kunjungan sosial budaya ini masa berlakunya hanya dua bulan,

. Tidak dapat memiliki tanah dengan sertifikat hak milik kecuali telah membuat

perjanjian pisah harta sebelum perkawinan.

Seandainya membuat perjanjien pisah harta pun bila meninggal dunia hanya
dapat mewariskan tanah hak milik yang dimilikinya kepada suami dan anak-
anak WNA selama satu tahun, suani dan anak-gnak dalam waktu sesingkat itu
harus segera meagalihkan kepemilikan tanah tersebut.

Sebagaimana tersebut dalan Undang Undang Pokok Agrarie Republik
Indonesia Mo 5 tahun 1960 pasal 23 ayat 3, yang berbunyi :

B Mixed Couple Indonesia, Maseluh yang saut ini dikudupi keluprga perkawinan

camperan, www.mixedoouple com, 12 Agustus 2006,
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*Orang asing yang sesudah berlakunya undang undang ini memperoleh
hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atan percampuran harta Karena
perkawinan demikian puls warga negara Indonesia yang mempunyal hak milik
dan  setelahnya  berlakenya  undang undang  ini  kehilamgan
kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun
sejak diperclehnys hak fersebul atau hilangaya kewarganegaraan itu. Jika
sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik iu tidak dilepaskan, maka
bak tersebud harus hapus karena hukum dan tanahnya jatub kepada negara,
dengan ketentuan bahwa hak hak pibak lain yang membebaninya tetap
berlangsung”.

7. Bila terjadi KDRT ia dalam posisi yang sulit, kalau melapor bisa saja si suami
pergt meninggalkan Indonesta dan membawa serta ansk-anakoya yang
berstatus warga negara asing.

8. Perompuan WNI seringkali menjadi korban, karena barus mengikuti suami
{yang tidak mendapat pekerfagn atau kehilangan pekerjagn di Indonesia)
pelang ke negaranyz dan terpaksa jugs kehilangau pekerjaannya di Indonesia

yang tidak jarang sudah ditekuninya bertahun-tahun,

Prari beberapa contoh tersebut diatas dapat dilibat babwa wanita-lah yang menjadi
korban dalam hal ini apabila terjadi perkawinan antara pria warga negara asing
dan wanita yang berwarganegara Indonesia, sehinpgga pantasiah fika undang
undang ini dipandang tdak melindungi kesejahierasn wanita vang menikah

dengan Warga negara asing.

Selain itu juga akibat terbadap Pria Warga Negara Asing yang menikah dengan

Wanita Warga Negara Indonesia -

1. Swami WNA bila ingin memperoleh kewarganegaraan lodonesia harus
memenuhi persyaratan yvang ditentukan bagt WNA biasa,

2. Tidak bisa tinggal di Indonesia bersama istri/kelvarganya bila tidak bekerja
dan mendapat sponsor dari perusahaan dan tidak bisa disponsaori oleh istrinya.

3. Karena sulitnya mendapat ijin tinggal di Indonesia (laki-laki WNA) sementara
istri (WINI) tidak bisa meninggalkan Indonesia karesna satu dan lain hal (Faktor
bahasa, budayas, keluarga besarpekegaanpendidikan, dil) maka banyak

pasangan seperti dipaksa “berpisah”. Dan bukan sajg suvami dan istri yang
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menderita karcna keadaan ini tapi terutama anak-anzklah yang menjadi
korban.

4. Bila suami {(WNA} dan istri (WNI) memasuki masa pessiun dan berharap
dapat menghabiskan masa pensiun di Indonesia ternvata juga tidak mudah

karena adanya persyaratan yang memberatkan.

b. Wanita Warga Negara Asing menikah dengan Pria Wargs Negara

Indongsia

Indonesia menganuat asas kewarganegaraan tunggal sehingga berdasarkan
pasal 7 UU No.62 Tahun 1958 apabila seorang perempuan WNA menikah dengan
pria WNI, ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang
sama iz juga harus kehilangan kewarganegaraan asalnya, Permohonan untuk
menjadi WNI pun harus dilakukac maksimal dalam waktu satu tahun setelah
pernikahan, bila masa itu terlewatl, maka pemohornan untuk menjadi WNI harus
mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa.® Untuk dapat tinggai di
Indonesia perempuasn WNA Il mendapat sponsor suami dan dapat memperoleh
izin linggal yang harus diperpanjang Setiap tshun dan memerlukan biaya serfa
wakty untak pengurusannya. Bila suami meninggal maka ia akan kehilangan
sponsor dan olomatis keberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas Setiap kali
melakukan perjalanan kelvar negri memerlukan reentry permit (visa ijin masuk
kembali) yang permohosnannya harus disetujut suami sebagat sponsor. Bila suami
meninggal tanah hak milik yang diwariskan suami harus segera diglibkan dalam
waktn saty tahun® Scorang wanita WNA tidak dapat bekeria kecuali dengan
sponsor perusehaan. Bifa dengan sponsor suami hanya dapat bekerjs sebagai
tenaga sukarela, Artinya sebagal istri/ibu dari WNI, perempuan ini kehilangan hak

berkontribusi pada pendapatan rumah tangga.

3"' Sudargo Caulama, Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran, Citea Aditya
Bakti, Bandung, 1996, hal. 36,

= Gunawan Wisasli, Reforma Agraria, Sckeetarist Bina Desa, fakurta, 2005, hal 14,
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Undang undang ini juga tidak melindungi kesejahteraan wanita warga

negara asing yang menikah dengan pria warga negara Indonesia, meskipun

dengan telah menikah secara resmi berdasarkan hukum yang ada di Indonesia,

wanita tersebut rasih dianggap sebagai orang asing.

Beberapa akibat dari Undaog Undang No. 62 Tahun 1938 terhadap wanita warga

negara asing yang menikah dengan pria wargz negara Indonesia.

1.

Karena asas kewarganegaraan tunggal yang dianut Indonesia seorang
perempuan WNA yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia hanus
kehilangan kewarganegardan asalnya.

Permohonan untuk menjadi WNI pun harus dilakukan maksimal dalam waktu
satu tahun setelah pernikahan, bila masa itu terlewali maka permohonan vntuk
menjadt WINI harus mengikuti persyaratan yang betlaku bagi WNA biasa.
Uniuk dapat tinggal di Indonesia perempuan WNA ini mendapat sponsor dari
suami dan dapat memepercleh ijin tinggal vang hares diperpanjang sciiap
tahun dan memerlekan biaya serta wakiu untuk pengurusannya,

Bila suami meninggal maka fa akan kehilangan sponsor dan ofomatis
keberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas.

Setiap kali melakukan perjslanan ke luar negeri memerlukan re-entry visa (ijin
masuk kembali} vang permohonanaya harus disetujul suami sebagai sponsor,
Bila suami meninggal tanah hak milik yang diwariskan svami harus segera
dialibkan dalam waktu satu tabun.

Tidak dapat bekerja kecuali dengan sponsor perusahaan. Bila dengan sponsor
suami hanya dapat bekerja sebagai temaga sukarela. Artinya scbagai istri/Ibu
dart WNI, perempuan ini kehilangan hak berkontribusi pads pendapatan
rumah {angga.

Bila terjadi KDRT i2 dalam posisi yang sangat sulif, karena kemungkinan
suami mencabut sponsorshipnya dan artinya ia harus meninggalkan mdonesia

dan juga anak-anaknya.
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3.1.2. Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran

Adanya asas kewarganegaraan tunggal dimana kewarganegaraan anak
mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) UU No. 62 Tahun 1958 : “Anak yang
belum beruvmur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum
kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarga-negaraan
Republik Indonesia, turut memperoleh kewarga-negarzan Republik Indonesia
setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indomesia. Keterangan ientang
berternpat tinggal dan berada di Indonesia it tidak berlaku ferhadap anak-anak
yang karena ayshoya memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia menjadi
tanpa kewarga-negaraan,”

Dalam ketentuas UL kewarganegaraan ini mempunyai kewarganegaraan
ganda terbatas, artinya anak yang lahir dan perkawinan campuran bisa menjadi
wargas negera Indonesia dan bisa menjadi warga negara asing sampat anak
tersebut berumur 18 labun:

1} Apabila labir dari Wanila Berwarga Negara Asing

Apabila anak terschut lahir dard perkawinan antara seorang wanita warga negara
asing dengan pria warga negara Indonesia (pasal 1 huruf b UU No.62 Tahun
1958), maka kewargancgaraan anak mengikuti ayahnya, permasalahannya adalah
kalaupun Ibu dapat membenkan kewarganegaraannya, si anak terpaksa barus
kehilangan kewargancgaraan Indonesianya. Bila suami meninggal dunia dan asak
anak masih dibawah umur dalam aturan undang-undang ini tidak jelas apskah istri
dapat menjadi wali bagi anak-anaknya vang menjadi WNI di Indonesia.

2) Apabila lahir dart wanita Warga Negara Indonesia

Apsbila anak tersebut Ishiv danl perkawinan antara seorang wanita warga negamn
Indonesia dengan pria warga negara asing. Anak fersebut sejak Iahiraya dianggap
sebagai warga negara asing schingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar
Ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus
diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Dalam hal terfadi perceraian,
akan sulit bagi ibu untok mengasuh anaknya, walaupun pada pasal 3 UU No.62

tahun 1958 vang menyebutkan ;
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1) Anak di luar perkawinan dari seorang ibu warga negara Republik Indonesia
atau anak dari perkawinan sah, tetapi dalam perceraian oleh hakim anak
tersebut diserahkan pada asuhan ibunya seorang warga negaraz Republik
Indonesia, yang kewarganegaraannya turut ayahnya seorang asing, boleh
mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila 1a setelah memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mempunyai kewarganegaraan
lain atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain
menurut cara yang ditentukan oleh ketentuan hukum dari negara asalnya
dan/atau menurut cara yang ditentukan oleh perjanjjian penyelesaian dwi-
kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

(2) Permohonan tersebut di atas harus diajukan dalam 1 (satu) tahun sesudah
orang yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman
melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat
tinggalnya.

3) Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan
persetujuan Dewan Menteri.

4 Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permohomnan itu

mulai berlaku pada han tanggal keputusan Menteri Kehakiman.

Dari pasal tersebut dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai
untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah
umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit
dilakukan. Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam UU No.62 Tahun
1958, hilangnya  kewarganegaraan  ayah juga  mengakibatkan hilangnya
kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan
belum dewasa (belum berusia 18 tahun atau belum menikah). Hilangnya

kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum
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dewasa {belum berusia 18 tahun/ belum menikah) menjadi hilang (apabila anak

tersebut tidak memiliki hubungan bukum dengan ayahaya)™.

Apabila tbunya scorang warga negara Indonesia dan mewariskan scbuah

hak milik atas tanah di Indonesia maka sesuai dengan Undang Undang Pokok

Agraria No. § tahun 1960, pasal 21 bahwa warisan yang diberikan harus dijual

dalam waktu satu tahun apabila hak milik atas tanah tersebut hapus karena hukum

dan tanahmya jatuh kepada negara.

Akibat dari Undang Undang ini terhadap anak dari Wanita Warga Negara

Indonesia yang menikah dengan Pria Warga Negara Asing :

1

Anazk vang dihasilkan dan perkawinan otornatis mengikuti kewarganegaraan
ayah {WNA). Perempuan WNI tidak berhak memberikan kewargancgarzan
Indonesia bagi anak-anak vang dilahirkannya dalam perkawinan tersebut.
Hak asub {(untuk tinggal di Indonesia) bagi anak-anak di bawab wrsur harus
meminta persetujuan menteri terkait artinya istri tidak dapat mengaseh
{mensponsori) anak-anakaya tanpa mendapat ijin dard pemerintab.

Bila seorang wanita WNI berhasil mendapatkan “visa tinggal”™ untuk
anaknya, ijin tinggal yang diberikan bagi si anak dibatast dam harus
diperpanjang setiap tahun, selain itu ibunya juga harus melapor ke
kepolisian, ke kelurahan, kecamatan, kabupaten, ke kependudukan tingkat
provinsi. Setiap tahun harus dikeluarkan biaya yang tidak sedikit wuntuk
pengunusan surat-surat tersebut dan memakan wakty yang relatif lara.

Bila akan ke luar negri anak-anak fersebut memertukan re-gntry visa { visa
ijin masuk kemball) dari kantor imigrasi setempat vang juga memerlukan
biaya,

Sponsor Ibu bagi anak hapya berlaku sampai si anak berusia 18 tahun
sesudah itu si anak harus keluar dari Indonesia atan tepatnya berpisah dard

ibunya.

= Deparicmen Kehakiman, Lokakarya Hukum Perdata Tuernasionul Tentang Instrumen

Hudum Nasional Datam Peratifikosian Perjenjian-Perfanjian Internasionad, BPHN, Jakarta, 1992,

hal 4.
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Anazk-anak vang sudah dewsasa dan mampu bekerja tidak dapat bekerja di
indonesia tanpa sponsor perusshaan, padahal Indonesia  masih
mengharuskan tenaga asing yang bekerja di Indonesia harus berpengalaman
dan mempunyai keahlian. Anak-anak ini sebagian besar menghabiskan masa
mudanya (sampai SMA) di Indonesia, menuntut ibmu di luac negri dan ingin
kembali ke Indonesia (karenz Indonesia adalah kampung halaman), tapi
tidak bisa karena karena terbemiur peraturan yang berlaku sebagaimana
WNA umumnya,

Anak-anak ini ketika kembalt ke Indonesia pun tetap harus mengambil visa
seperti urnumnya furis biasa yang tidak ada hubungan darah dengan Ibunya
yang seorang Warga Negara Indonesia.

Apabila ibunva yang berwarga pegara Indonesia mewariskan sebuah hak
milik atas tanah di Indonesia harus dyual dalem wakiu satu tghun dan
apabila tidak maka tanahnya akag jatub ke negara.

Permohonan untuk naturalisasi yang mensyaratkan haros bertempat tinggal
di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut turut atan 1¢ (sepulub) tahun

tidak berturut turut tidak berlaku bagi anak.

Status Anak Hasil Perkawinan Campuran Setelah berlakunya Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2006
Dalam Undang-Undang kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 Memeat

asas-asas kewargancgaraan umum atau universal, Adapun asas-asas vang divnul

dalam Usadang-Undang ini sebagai bertku

1.

G

Asas ius sanguimis (law of the bivod) adalah asas vang meneatukan
kewarganegaraan sescorang berdasarkan  keturunan, bukan berdasarkan
negata iempat kelabiran,

Asas tus soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan seseorang berdasarkan nmegara tempat kelahiran, yang
diberlakukan ferbatas bagi anak-anak sesual dengan ketentuan yang diatur

datam Undang-Undang ini.

7 Jurnal Hukum, Prosedur Perkewinan Campuran di Indonesia, wow jurnalbukurs com
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3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu
kewarganegaraan bagi setiap orang.

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang ini.*®

5. Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda
(bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan
ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan

suatu pengecualian.

Sementara itu prinsip yang termaktub dalam Undang Undang
kewargangeraan yang baru ini sangatlah jelas, yaitu® :
1. Prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan
2. Prinsip perlindungan terbaik bagai kepentingan anak
3. Prinsip kewarganegaraan ganda terbatas
4. Prisnip perlindungan maksimum
5. Prinsip non diskriminatif
Mengenai hilangnya kewarganegaraan orang tua, maka hilangnya
kewarganegaraan ayah atay ibu tidak secara otomatis menyebabkan
kewarganegaraan anak menjadi hilang. Berdasarkan UU ini anak yang lahir dari
perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari
perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagal
Warga Negara Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat 1 sampai 3 UU
No. 12 Tahun 2006 yakni :
1. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak
dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan
hukum dengan ayahnya sampai dengan anak lersebut berusia 18 {(delapan

belas) tahun atau sudah kawin.

* Indonesia, rancangan penjelasan undang undang kewarpanegaraan izhun 2006 yang
telah disetujui dalam rapal paripurna DPR tanggal 11 Juli 2006.

*Keluarga Perkawinan Campuran Melati. Seminar Dampak dan Pengaruh pemberlakuan
ketetentuan UU No.12 tahun 2006 terhadap anak hasil Perkawinan Campuran terhadap
Masyarakat. Jakarta. 2006
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2. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesiy bagi seorang ibu tidak
gengan sendirinys berlaku terhadap anaknya yang tidak rmoempunyai
hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anzk tersebut berusia 18
{delapan belas) tahun atau sudah kawin.

3 Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesiz karena memperoleh
kewargancgaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak
dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya samopai dengan anak tersebut
berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Status kewarganegaraan anak berdasarkan aturan dalam UU No. 12 Tahun

2006 tersebut akan berkewarganegaraan ganda terbatas, dan setelah anak berusia

1§ tahun atan sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyutaan

untuk memilih tersebut harus disammpaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah

anak berusia 18 tahun atau seielah kawin. Hal tersebut diatur dalam pasal ¢ UU

No. 12 Tahun 2006, yang berbunyi : “Perayatzan untuk memilih kewarganegarasn

sebagaimana dimaksud pada ayat (2} disampaikan dalam waktu paling lambat 3

(tiga) tahun sctelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.”

Dipskeinya batas wmur 18 tahus menurut Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki

. dalam bukunya Bunga Rampai Kewargangeraan Dalam Persoalan Perkawinan

Campuran, menyebutkan bahwa karena dewasg ini batas kedewasaan menurut

ketentuan perundang-undangan vang berlaku di dunia adaleh 18 tahun, mavpun

didalam perundang undangan Indonesia yang berkailan dengan ansk seperti

Undang Undang Perlindungan Amak, Undang Undang Perkawinan dsb, batas

wakiu 3 tahun dianggep pada umur 21 tahun seorang anak sudah dapat berpikir

lebih matang™

Untek anak anak yang lahir dari :

1. Perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga negara Indonesia dan ibu

warga negara asing;

¥ Zuilta Djoko Basuki, Bunga Rampai Kewarg negarann Dalam Fersoalan Perkawinan
Campuran, (Jakarta; Badan Penerbit FHUL 2907), him. 99.
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2. Anpak yang Iahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah wargs negara

asing dan ibu Warga negara Indonesia;

3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga
negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga negara Indonesia
sebagai anaknys dan peogakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut

berosia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

4. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesis yang pada wakiu
lahir tidak jelas status kewarganegaraar ayah dan ibunya; dan anak yang
diakui atau diangkat Secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belom berusia 18 (delapan

belas) tahun atau belum kawin

akan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdgsarkan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan mendaftarkan divi kepada Menteri melalui
Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling farnbat 4 {empat) tabun setelah
Undang-Undang ini diundangkan yakai pada tahun 2010, (Pasal 41 UU No. 12
Tahun 2006). Namun jika sampai tenggat 1 Agustus 2010 anak-anak hasil
petkawinan campuran ini tidak didaftarkan ke Depkumbam, maka mereka akan
kehilangan hak menjadi WNL Mereka akan diperlakukan sebagai WNA yang izin
tinggalnya memakai KITAS {Kartw Izin Tinggal Sementara) dan masuk ke
Indonesia memakai Visa, Selama anak tersebut berstatus WNA, ia tidak masuk
yurisdiksi Indoncsia. Jads kalau anak tersebut berada di luar negeri ia tidak bisa

masuk KBRI untuk minta perfindungan.”

Selain itu juga terdapat Undang-Undang Keimigrasian yang berlake yaitu
UU N. & Tahun 1992 Jo PP No. 32 tahun 1994 memberlakukan ketentuan yang
sangat keras bagi orang asing yung tinggal di Indonesia tanpa memperdulikan
apakah orang {ersebut masih bayi, dilahirkan dari perkawinan campuran dan
ibunya adalah WNI dan hak asuh ada pada Ihu yang WNIL Kepada anak hanya
diberikan Izin Tinggal Terbatas dan rentan untuk di deportasi. Kepada si ibu yang

* Jurnal Hukom, Prosedur Perkawinan Campuran di Indonesia, www, jumathukum.com,
20 Maret 2008
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memelihara anak asingoya di Indonesia dan lalai memperpanjang ITAS anaknya
dapat dipidana. Hal ini dirisavkan oleh ibu ibu yang melakukan perkawinan
carnpuran, karena si anak tidak bebas untuk tinggal di Indonesia {pegara si Ibu),

diperluakn biaya yang sangat tinggi untuk dapat tinggal di Indonesia.”

Pemberian kewarganegaraan ganda terbatas dalam undang-undang Nomor
12 Tahun 2006 bagi anak hasil perkawinan campuran ini merupakan terobosan
baru vang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran dan merupakan
perbedaan yang sangal mendasar dibandingkan dengan Undang Undang Nemor
62 tahun 1958%.

Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan
hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki
kecakapan, Pengaturan status bukum anak hasil perkawinan campuran dalam Ul
Kewarganegaraan yang baru, meémbeni pencerahan yang positif, terutama dalam
hubungan anak dengan ibunya, karena UU baru ini mengizinkan ganda terbatas
(sampai usai 18 tahun atau sudah menikah) untuk anak hasil perkawinan

campuran.

Siapa saja yang berhuk untuk Kewarganegaraan Ganda Terbatas:

1. Anak vang lahir dan perkawinan yang sah dari seerang ayab Warga negara
Indonesiu dan ibu warga negaa asing;

2. Anak yang lahir dari perkawinsan yang sah dari seorang ayah warga negara
asing dan ibu Warga Negara ladonesia;

3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga
negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia
sebagal anaknya dan pengakuan ity dilakukan sebelurn anak berusia 18

{delapan belas) tahun atau belum kawin;

 Opeit. Hal. 112

P rurnai Hukumo, Status  Hukem  Anak Hasil  Perkawinea  Campuran,
wrww jurnalhukem.com, 20 Maret 2008,
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4. Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik Indonesta dari
seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari
negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan
kepada anak yang bersangkutan;

5. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawman vang sah,
belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sab
oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing telap diakoi sebagai Warga
negars Indonesia;

6. Anak Wargs negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat
secars sah sebagai anak warga npegara asing berdasarkan penctapan

pengadilan tetap dinkui sebagai Warga negara Indonesia.

3.3, Prosedur Tata Cara Pendaftaran Kewarganegaraan Indonesia Unfuk
Anak Dengan Kewarganegaraan Ganda Terbatas

UU Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 12 Tabun
2006 (UU No.12 Tahun 2006) telah menyebutkan dalam Pasal 4 bahwa anak yang
lahir dari perkawinan yang sah antara seorang ayah Waiga negara Asing (WNA)
dan scorang tbu Warga negara Indonesia (WNI} termasuk sebagai Warga negara
Indonesia. Bagi anak-anak yang lahir sebeium UU ini disahkan, maka berdasarkan
Pasal 41 U1} No.12Z Tabun 2006 anak-anak tersebut (dengan syarat belum bernsia
18 1abun dan belum kawin) dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesis
dengan cara mendaftarkan diri pada Menteri melalui pejabat atau perwakilan
Republik Indonesia paling lambat 4 {cmapat) tabun setelah UU No.12 Tahun 2006
diundangkan.

Tidak ada prosedur serta mekanisme khusus untuk mendapatkan
kewarganegaraan ganda {dwikewarganegaraan) ini selain perkawinankedua orang
tua adalah merupakan perkawinan campuran atau anak anak dilahirkan dari ayah

dan ibu WHNI di luar wilayah RI, dan negara tempat ia dilahirkan, memberikan
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kewarganegaraan pula bagi si anak (dianut asas ius soli), atau anmak berumur
kurang darl § (lima) tahon diangkat secara sah melalui Penelapan Pengadilan *

Tata cara pendaftaran diatur dalam peraturan pelaksanaan dari UU No.12
Tahun 2006 yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Nomor MLOI-HL.O3.01 Tahup 2006 (Permenkumham No. M.O1-HL.03.01 Tahun
2006} Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan
Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 Dan  Memperoleh  Kembali
Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkean Pasal 42 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi
anak yang berayahkan WNA dan beribukan WNI dilakokan oleh salah seorang
dari orang tea atau walinyas dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia i atas kertzs bermeterai cukup. Pemmohonan pendaftaran
tersebut bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia
diajukan kepada Menteri melalui Pejabat vang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal anak. Permohonan pendaftaran bagi anak yang bertempat tinggal di luar
wilayah regara Republik Indonesia diajuken kepada Meateri melalui Kepala
Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal
arak. Dalam hal di negara tempat tinggal anak belum terdapat Perwakilan
Republik Indonesia, maka permohonan pendafiaran dilakukan melalui Kepala
Perwakilan Republik Indonesia terdekat.

Dengan  demuikian  misalnpya  jika  anak-anak  dari  Ibu  yang
berkewargancgaraan Indonesia yang bertempat tinggal di Malaysia, maka dapat
mengajukan peroochonannya melalui KBRI di Kuzalz Lumpur atan Konsulat
denderal Rl yang terdekat dengan kediaman anak. Begitu pun halnya jika si ibu
berternpat tinggal di Jerman, dapat menghubungi KBRI atau KonJen RI yang

terkait.

¥ Zulfa Djoko Basuki, Bunga Rampai Kewnrg negaraan Dalam Persoalan Perkawinar
Campuran, (Jakarta; Badan Penerbit FHUL 2067), hlm. 113,
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Permohonan pendaftaran menurut pasal 4 Permenkumham No. M.01-HL.03.01

Tahun 2006, sekurang-kurangnya memuat

1. Nama lengkap, alamat tempat tinggal salah seorang dari orang tua atau wali
anak;

2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegarsan kedua orang
tua;

3. Namas lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan anak
serta hubungan hukum kekeluargaan anak dengan orang tua, dan

4, Kewarganegaraan anak.

Permohonan pendaftaran harus dilampid dengan ;

1. Fotokopi kutipan Akte kelabitan anmak yang disabkan oleh pejabat yang
benwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;

2. Surat pernyataan dari orang tua atan wali bahwa anak belum kawin;

3. Fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masth berlake
yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik
Indonesia; dan

4, Pas foto anak terbaru berwarna vkuran 4X6 cm sebanyak & (enam) lembar,

Selain lampiran sebagaimana dimaksud bagi anak yang lahir dari
perkawinan yang sah harus melampirkan fotokapi kutipan Akte perkawinan/buku
nikah. Apabila orang tua bercerai atau salah satu diantaranya telah meninggal
dunia, maka dengan melampirkan kutipan Akle perceraianfsurat talak/perceraian
atan keterangan/kutipan Akte kemalian salah seorang dan orang tua anak yang

disalkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia.

Diatur pula dalam Permenkumham No. M.OI-HL.03.01 Tahun 2006
bahwa jika permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Menten
menetapkan keputusan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permobonan
pendaftaran diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia, Keputusan

tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
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1. Rangkap pertama diberikan kepada orang tua atau wali anak melalui Pejabat
atau Perwakilan Republik Indonesia;

2. Rangkap kedua dikinmkan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia
sehagai arsip; dan

3. Rangkap ketiga disimpan sebagai arsip Menteri.

Keputusan Menteri tersebut disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan
Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) harl kerja
terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan. Pejabat atanw Perwakilan
Republik Indonesia menyampaikan Keputusan Menteri tersebut kepada orang tua
ataw wali anak yang memohon pendafiaran paling lambat 14 (empat belas} hari
kerja terhitung sejak Keputusan Menteri diterima. Permohonan pendaftaran anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diproses apabila telah diajukan
secars lengkap kepada Pejabat atan Perwakilan Republik Indonesia paling lambat
pada tanggal 1 Agustus 2010, Dalam hal permohonan pendaftaran anak disjukan
secara lengkap kepada Pejabat atav Perwakilan Republik Indonesia melalui pos
hanya dapat diproses apabila steropel pos pengiriman tertanggal paling lambat
tanggal 1 Agustus 2010

Dengan demikian  anak-anak "akan memiliki kewarpanegaraan ganda
terbatas, dan di usia 18 tahun nanti atay sebelumnya apabila menikah sebelum 18
tahun, anak-ansk Ihu harus menyatakan memilih salah satu kewarg negaraan
tersebut. Paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia I8 (delapan belas tahun)

atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Berikut ini adalah contoh mengenai proses atau cara memperoleh
kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang
lahir di Amerika Serikal szal mencapai usia 18 dimaea dia diharuskan
menentukan kewarganegaraannya, apakah ingin menjadi warga negare Indonesia
atau ingin ietap menjadi warga nepgara Amerika Serikat. Tata cars peadaftaran
anak untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang
berdomisiii di Amerika Serikat adalah : »
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Salagh seorang dari orang tuanya mengajukan permohonan tertulis dalam
bahasa Indonesia yang ditandatangani di atas kerfas bermeterai yang cukup.
Adapun bentuk Formulir Permohonan Pedaftaran Anak untuk Memperoleh
Warganegara Republik Indonesia tersebut bisa didapatkan (download)
melalui website KBRI (libat lampiran 1)
Memperlihatkan Akta Kelahiran asli, dan fotocopynya harus disahkan oleh
Perwakilan Republik Indonesia,
Orangtua membuat Surat Pernyalaan yang isinya menyatakan bahwa anak
belum kawin, Adspun bentuk Formulir Surat Pernyataan Orangtua bahwa
Anak Belum Menikah tersebut bisa didapatkan {download) melalui website
KBRI (lihat laropiran 2}
Memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk asli atau Paspor orang tua anak yang
asli dan masih berlaku, dan foiocopynya harus disabkan oleh Perwakilan
Republik Indonesia.
Menyerahkan pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4x6 om sebanyak &
{enarm) lembar.
Mempertihatkan dokumen asli kutipan Akia Perkawinan/Buku Nikah atan
Akta Perceraian/Surat Talak/ Perceraian atay Keterangan/Kutipan Akta
Kematian salah seorang dari orang tuanya, dan fotocopynya disahkan oleh
Pervakilan Republik Indonesia.
Memgperlihatkan dokumen asli kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau
Akta Perceraian/ Surat Talak/ Perceraian atau Keterangan/Kutipan Akta
Kemalian salah seorang dari orang tuanya, dan fotocopynya disahkan oleh
Perwakilan Republik Indonesia.
Biaya Pendaftaran USE 55.00
Biaya Legalisasi fotocopy Kutipan Akta Kelahiran US$ 20.00
Biayas Legalisasi fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau Akta
Perceralan/Surat Talak/Perceraian atau Keterangan/Kutipan Akta Kematian
US§ 2000

Setelah semua formulir dan dokumen terpenubi, maka pihak KBRI akan

mengirimkan berkas-berkas tersebut ke pihak Departement Hukum dan Hak Asasi

Manusia di Indonesia untuk diproses.
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Jadi dalam hal Inl proses-proses administrasi untuk pendaftaran
warganegara RI untuk Anak dengan warga negara ganda terbatas pada dasarmnya
fetap mengacy pada proses vang disebutkan dalam Permenkumbam No. M.O1-
HL.03.01 Tahun 2008, akan fetapl tiap negara memberlakukan biava yang

berbeda untuk Hap proses adminisirasinya.

Kepada Anak anak berkewarganegaraan ganda terbatas ini diberikan

fasilitas ;>

1. Anak yang hanya memgang pasport asing pada saat masuk dan berada
di wilayah RI dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, Fin
Keimigrasian, dan Izin Masuk Kembali {re-entry parmit).

2. Anak yang hanya memegang pasport asing vang melakukan perjalanan
masuk atau keluar wilayah RI, pada pasporinya diterakan Tanda
Bertolak/Tands Masuk oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa
Pendaratan di tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana layzkoya
WNIL

3. Anak pemegang dua pasport pada saat yang bersamaan (Pasport RI
dan Paspor asing), pada saat masuk atau keluar wilayah RI wajib
menggunakan paspor yang sama.

4. Anak pemegang dua paspor yang memilih menggunakan paspor asing
pada saat masuk atau keluac wilayah RI maka Pejabat Imigrasi atau
Petugas Pemerika Pendaratan di Tempat Pemerikszan Imigrasi
menerakan cap “Yang bersangkutan subyek pasal 4 huruf ¢, d, b, 1 dan
pasal 5 UL No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraso RI” pada

arrivel cardnya,

* Zulla Djoko Basuki, Bunge Rempai Kewarg negarean Dalam Persoalan Perkawinan
Campurun, (Jakasta; Badan Penerbit FHUL 2007), him. 122.
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34. Komentar Para Pasangan Perkawinan Campuran Mengenai
Diberkikukannya Undang Undang Nemor 12 Tahun 2006 tentang

Kews rgancgaraan

Untuk mengetakmi sejauh mana undang undang ini berjalan dengan efektil atau
tidak adalah dengan bertanya langsung dengan pihak pihak vang langsung
berkaitan dengan pelakasanaan undang undang d.  Pibak vang sangat
terpengaruh langsung adalah para pasangan perkawinan campuran itu sendiri.
Dalam hal ini penulis melakukan wawancara deogan nara sumber yang
merupakan pasangan perkawinan campuran dan wanita yang pernah meniksh
dengan pria warga negara asing dan mempunyzl snak. Wawancarz tersebut
dilakukan pada tanggal 7 April 2009, dilaksanakan di sebuah restauran di Jakarta,
dengan beberapa pasangan perkawinan campuran yaif ;
. Cut Novi yang menikah dengan pria warga negara Perancis yang bernama
Florent Michaud.
2. Fransisca Widjava yang menikah dengan pria warga negara Amerika Jules
Browsn,
3, Elis Survani, menikeh dengan warga negara Australia Sammy Rockwel Jr,
4. Lusiana Marpaung, menikah  dengan Manuel Hervier pria
berkewarganegaraan Perancis.
5. Dida Maulida, menikah dengan pria warga negara Ausiraiia bemama Rory

Parsons.

Penulis dapat menyimpulkan sebagat benkut :

Para pasangan tersebut menyambut baik dengan diberlakukannya undang undang
tersebut, khususnya dengan adanya warganegara ganda terbatas im karena
sebelum undang undang ini berlaku mereka cukup direpotkan oleh aturan yang
berlaku berdasarkan undang undang sebelumpya karena setiap tghun mereka harus
mengurus dokumen dokumen di Kantor Imigrasi untuk memperpanjang ijin
tinggal bagi anak mereka meskipun ansk tersebut terlshir dari Ibu yang
berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan biaya tersebut tidaklah murah, paling
tidak dana yang harus disediakan adalah berjuta juta, belum lagi apabila si {bu
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sudah bercerai sehingga si Ibu harus menyediakan uang yang tidak sedikit,
padahal tidak semua orang mempunyai kemampuan ekonomi yang mencukupi
untuk hal tersebut diatas, belum lagi apabilal ibu tersebut terlambat mengurus ijin
tinggal maka dia harus membayar Rp. 200.000 per hari.

Pasangan tersebut mengungkapan bahwa Undang Undang Warganegara
ini menjamin warganegara anak hasil perkawinan campuran karena dengan anak
tersebut memiliki status warganegara ibunya maka anak tersebut juga mempunyai
rasa kebangsaan ibunya yaitu Indonesia.

Tetapi selain itu juga terdapat keluhan dari pelaksanaan undang undang
tersebut karena ternyata di lapangan pelaksanaanya ini masih banyak hambatan,
salah satunya adalah dengan kurangnya sosialisi di kalangan kantor imigrasi dan
juga di kalangan pegawai pemerintahan di tingkat kecamatan sampai RT. Masih
ada anggapan dan para pegawai perintah tersebut bahwa pasangan perkawinan
campuran tersebut merupakan ladang bagi mereka untuk mencari keuntungan
dengan meminta biaya yang besar untuk setiap surat keterangan atau untuk
melegalisasi suatu dokumen. Hal lain juga ternyata banyak pegawai pemerintahan
yang menjadi pungli dan belum siap mengurus sampai diterbitkannya paspor
warga negara Indonesia bagi anak yang mempunyai warganegara ganda terbatas.

Selain komentar komentar tersebut diatas penulis juga mendapatkan
beberapa hal yang sangat diharapkan oleh para pasangan perkawinan tersebut :

I. Adanya perpanjangan batas waktu pendaftaran tersebut setelah tahun
2010. Karena bagi mereka yang kurang mendapatkan informasi dan lalai
melakukan pendaftaran maka anaknya tersebut akan kembali diperlakukan
sebagaimana layaknya orang asing yaitu diharuskan untuk mengurus surat
surat keimigrasian layaknya orang asing.

2. Adanya penjelasan secara teknis bagaimana pelaksanaan pemilihan warga
negara apabila anak tersebut sudah mencapai umur 18 tahun.

3. Adanya re-sosialisasi bagi para pegawai pemerintahan yang berkaitan
dengan masalah ini

4. Adanya kesamaan persepsi antara Undang Undang warganegara ini

dengan Undang Undang Keimigrasian
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3. Adanya peninjavas kembali mengenai aturan kepemilikan tapah dan
bangunan bagi wanita Warga Negara Indonesia dalam perkawinan
campuran vang syah sehingga apa vang dimiliki oelh ibunya bisa
diwariskan kepada anak cucunya.

6. Adanya kemudaban dalam setiap proses.
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33, Pembahasan Kasus Marcellina Tanubhandara
3.5.1. Duduk Perkara

Marcellina Tanuhandary {(MT) adalah seorang wanita warga negara
Indenesia yang menikah secara resmi pda tahun 2001 di Amerika dengan seorang
warga negara Amerika yang bernama Thomas Mustric (TM). Akibat kekerasan
rumah tangga yang dialaminya pada tahun 2003 MT dan kedua anaknya yang
masih berusia satu dan dua tahun meninggalkan suaminya. Dalam bal ini MT
fidak mengajukan ceral kepada suaminya karena apabila MT mengajukan cerai
maka anak anaknya akan berada di bawah kekuasaan suaminya karena amerika
menganut asas 1us soll yaitn warganegara anak yang mengikuti warganegara
ayahnya, selain itu juga dasar hukum Indonesia menetapkan bahwe anak
mengikuti kewarganegaraan ayahnya.

Meskipun setelah kembali ke Indonesia MIT masih tidak dapat hidup
tenang, karesia dianggap anak orang asing maka MT harus mengurus ijin tinggal
bagi anak anaknya, ifetap untuk membuat surat surat tersebut MT memerlukan
pasport sedangkan untuk membuat pasport tersebut MT harus meminia ke
kedutaan Amerika dan memeriuken surat ijtn dadd TM, selama anak anaknva MT
fidak mempunyal pasport Amerika maka kedea anaknva tersebut menjadi
stateless, karena meskipun sebagail ibunya berdasarkan Undang Undang No. 62
tahun 1958 MT tidak berhak memberikan kewarganegaraannya.

3.5.2. Analisa Hukum

Kasus diatas yang terjadi pada tahun 2003 ini masih mengacu kepada
Undang Undang No. 62 tabun 1968, maka penulis akan menganalisa kasus
tersebut berdasarkan Undang Undang No. 62 tahun 1958 dan Undang Undang No,
12 tahun 2002,
a. Analisa berdasarkan Undang Undang No. 62 tahun 1958

Apabila terjadi perceraian perkawinan antar warga negara, dimana
perkawinan dilangsungkan ardara wanita Indonesia dan pria Asing, maka
eringkali berujung kepada permasalahan mengenai perebutan hak asuh ansk
Secara hukum pihak vang diuntungkan adalah pthak Ayah karena Undang
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Undang No 62 tahun 1958 ini menganut asas ius sanguinis yaitu anak mengtkuti
kewarganegaraan ayah.

Ini diperkvat  Konvensi Den Haag 1902 (Comvention Governing
Guardianship of Infants) dimana yang dipakai sebagai ukuran untuk menenrkan
hak asuh adalah hukum nasional si anak. Nah, bagi perempuan Indonesia yang
kawin dengan pria asing, prinsip Konvenst Den Haag ini tentu merugikan karena
anak otomatis ikut ayahnya®’.

Dengan demikian anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan vang sysh
status kewarganecgaraannya ditentukan oleh status personel ayahnya sebagaimana
tercanturn dalam pasal 1 Undang Undang No 62 tahun 1958.. Seorang anak dapat
memperoleh kewarganegaraan ibunya hanya apabila ia dilahirkan dari sebuah
perkawinan yang tidak syah { Pasal 43 Undang Undang No. 1 whun 1974 juncio
pasal 1 huruf d UU No. 62 tahun 1938).

Menurut undang undang ini maka anak akan diperiakukan selayaknya
sebagal warga negara Asing. Dalam hal ini karena perkawinan dilaksanakan di
Amerika dan meskipun sekarang Amerika menganut asas dwikewarganegataan
bagi anak anak vang lahir dari perkawingn campuran, tetapi Indonesia tidak
menganut asas ini sehingea anak tfersebut tetap mengikuti kewarganegaraan
ayahnya.

Dalam kasus diatas MT tidak mengajukan perceraian kepada TM, karena
MT sadar bahwa apabila MT mengajukan perceraian maka hak pengasuhan ansk
pasti akan diberikan kepada TM, karena meskipun MT dan kedua anaknya sudah
berada di wilayah Indonesia, mereka tidak akan mendapatkan perlindungan
hukum yvang scharusnya diberikan oich negara kepada warganya, karena undang
undang tidak mengatur mengenai hal tersebut dan sepanjang asas patriaki masih

dianut dalam undang undang kewarganegaraan,

7 «tukum Online.Com - Hak Asoh Ansk Campuran Sebaiknya Ditentukan Prinsip
Hahitua! Residence” hitp:/hukumonting com/detailasp, 17 February 2008,
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b, Analisa berdasarkan Undang Undang Nomor 12 tahun 2006

Dengan diberlakukannya undang undang ini maka anak apak yang lahir
dari perkawinan campuran secara otomatis diperbolehkan menganut
kewarganegaraan ganda terbatas sampai anak tersebut berumur 18 tabun. Dengan
demikian apabila terjadi perceraian, kedua belah pihak memiliki kesempatan vang
sama untuk mendapatkan hak perwalian anak anaknya. Sehingga Ibu yang
berwarganegara Indonesiz masih  bisa menjalankan kewajibannva untuk
mengasith, memelihara dan  merawat amak  anakaya meskipun  status
perkawinannys sudah putus,

Dalam kasus inl setelsh tiba di Jakarta MT kemmdisn melaporkan
perkawinamnya ke kantor Catatan Sipil dimana MT berdomisili yaitn dengan
melaporkan Surat Tanda Bukti Laporan Perkawinan dan Bukti Laporan Kelahiran
atas nama kedua anaknya. Dengan didaflarkannya perkawinan in maka MT dapat
mengajukan gugatan cerai dan pengajuan hak asuh bagi kedua anak anaknya.

Dalam Undang Undang Nomor 23 tabun 2002 tentang Perlindungan Anak
disebutkan babwa “Orang tua mempunyal hak yang setara dan saroa sebagal orang
tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindung: hale hak anak”.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam memberikan hak asuh kepada st ibu
dalam hal anak anak belum mumapiz (belum berusia 12 tahun), sehingga tidaklah
mungkin apabila pada saat MT kembali ke Indonesia dan pada saat itu undang
undang ini sudah berlakue maka kemungkinan besar hak pengasuhan anak akan
diberikan kepada MT,

Kenyataannya MT harus menungge sampal tahun 20086 dimana undang
undang im diberlakukan dan pada tahun vang sama MT mendapatkan

kewarganegaraan [ndonesia untuk kedua anaknya.

Universitas Indonesgia

Pengaruh Pemberlakuan..., Daisy Irani, FH Ul, 2009




4*1(

57

BAB 4
PENUTUP

Kesimpulan

1. Bahwa pengarub lahimya Undang Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang

kewarganegsraan adalah :

a.

Khususnya terhadap status anak tersebut yaitu dengan diberikannya
kewarganegaraan ganda terbatas sampai anak tersebut berumur 18
tahun dan setelah anak tersebut berumur 18 tahun maka anak terebut

diwajibkan untuk memilih kewarganegaraannya,

. I¥engan diberikannys kewarganegaraan panda ierbatas inl maka anak

vang lahir dari perkawinan campuran ind juga akan memiliki rasa
kebangsaan Indonesia karena anak tersebut juga diakui sebagal warga
negara Indonesia, sehingga dipelakukan yang layak seperti warga
negara pada urnurmnys.

Yang tidak kalah pentingnya, dengan adanya undang undang ini maka
istri dari pria warga negara asing bisa menspoosori suaminya unfuk
fingga! di Indonesta meskipun tidak bekerja, sehingga tidak ada alasan
bagi suami untuk meninggalkan Indonesia karena sudah tidak bekerja
fagt.

2. Setelah selama kurang lebih 3 (tiga) ahun Undang undang ini berjalan,

dirasakan tidak adanya permasalaban secarz signifikan terhadap status

anak hasil perkawinan campuran ini, terbukii dengan disambut baiknya

undang undang ini oleh para pasangan perkawinan campuran, karena

dengan adanya UU ini status anak fersebut menjad: terjamin sampai anak

tersebut cukup dewasa untuk menentukan warga negaranya di kemudian

harel nanti, Namun masih dirasakan kurangnya sosialisasi Undang Undang
nomor 12 Tahun 2006 baik terhadap para pegawai pemerintah baik
kepada para wanita vang menikah dengan pria wargs negara asing,

sehingga kurangnya informasi mengenat prosedur pelaksanaannya
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Saran

. Dengan lahirnya undang undang ini diharapkan agar lebith memperhatikan

kesejahieraan wanita dan anak yang hidup dalam perkawinan campuran,
bahwa mereka juga mempunyai hak vang sama dengan warga negara
fainnya, sehingga dapatlah iz memiliki tanah dan bangunao untuk dapat
diturunkan kepada anak cucunya.

. Prosedur untuk pengurusan kewarganegaraan Indonesia untuk anak

dengan berkewarganegaraan ganda terbatas hendaknya dipermudah dan
tidak ada pungli-pungli seperti lazimnya selama mmi. Pengawasan oleh
pemerintah mengenai hal ini adalah sangat perlu sekahi dikarenakan

pemberantasan konipsi saat ini memang harus digalakkan dengan baik,

. Selain ifu jupga diharapkan agar pegawai pemerintehan yang langsung

berkaitan dengan permasalahan  perkawinan campuran  ini  untuk
mernahami dengan baik petunjuk pelaksanaan untuk setiap peraturan baru
yang diterapkan  oleh pemerinigh  untuk  meoghindari  adanya
kesimpangsiuran prosedur, demi ferlaksananya sadar hukum di semua
pihak.
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ICRP - MaJEMUK Edisi 17 {(bttp:/ /www.icrp-online.org)

NEWSLETTER PEREMPUAN:: Rumitnya Status Anak dalam

Perkawinan Campuran: ~ 24 Pebvuan 2008 - 10:34 (Digosting ofeh: em)
Sabuah Catatan dari Marcelling Tanuhandaru*, =«

Sungguh pedih penderiaan yang harug ditanggung peremnpuan muda ini. Sefain beban KORT yang diataminya,
perigkuan diskriminahif dan permagalahan keimigresisn yang membayangi masa depan kedua anaknya termasuk
stakus kewargansgarpan moreka svbenaraya lidak perls tarjfadf apabifa negara ind menjatankan lugasnya umtuk
mglindung? asel bangsanya, rnasuk perempuan dan anai-anak dalam perkawinan anlar bangsa.

Marcelina Tanuhandan; A7), WL, mendkah resmi di Galaian SipE Cokembug, Dhio, USA pada 2 Juni 20601
dangan Thomas Mustric (TM), WR USA. Dad perkawinan ind lahir 2 anai; Sonia Mushde 2001} doer Julian Mustic
{2002}, kedusnya iahic & Amerike, Karens Amerika menganut 8335 ks 808, secara elomatis kedua anak ish
dizngnap betkewarganegaraan Amenks, seialn dasar hukum Indonesia yang mash mensiapkan anak mengikul
stefus kewarganegarasn ayalvva

Ketika #u, TH tidak bekeda dan tiak bina memblayal hidus keluarga. Bahkan di Amariks, TH manggunakan
stakss kehamilan it dan usia seaeanak eniuk memperoleh unfangan social weifare dar nomoerindah Amortka.

Membawa Anak-anak Meninggalkan Amerika

Akibat dari kekerasan dalam numah tangga (KDAT) yang dialaminya, M7 bersama anak-snak meningoaikan
suami dan rumah i Colimbits pada Maret 2003, Selama 2 bulan, MT dan analcansk herspmbuny datam sheiar
perdindunigan di Golumbig Sesuai saran Konjen setempat.

Juri 2003, MT dan anak-snak maninggalkan Columbus ke Washington untuk mengueus sural-sueat df KBEI,
Selama sebulan di Washington mereka herpindab-pindah lempat sampai 5 kali supaya tidak bisa dlacak oleh
TH,

Akhir Juni 2003 KB Washingion mengelsarkan SBLP {Surat Perjalanan Laksana Paspor) unluk kedus anak
tersebud. Sesungguhaya, pembuaten SPLEP ini sangal bertertangan dengan hukum kewarganegarman indonesia
yang menyatakan snok mongkull kewsganegaraon ayshnya, schinggs HER! mamberikan pasan sehags
bantuan khusus yang borsist rahasis dermi Remmanusizan, Pada har yang sama KER Washinglon mangeluarkan
ouda sumt penganiar pedalanan BPLP untuk Orang Asing afes dasar aasan kemanusizan uniuk memudshkan
perjalanan masuk ke indonasia,

Alasan kemanusizan ni dibuat atas daser perdindungan KBRI Kepads MT yvany mengalami musibal domestic
vinience dan parlaluan diskrimnaest likurn Amerka terhadap dirinya vang mengakibatian i dipeniorg 30iam di
penjara Columbus karerus kosalabsn dan sistem pelaporan di Columbus. @ kamxdian dibebaskan oish
pengaditan setempat karena tickak bersalah,

Akhimya, MT dan kedua anghnya meninggatkan Amerka menudju Indonesis peds Jull 2008, Koepergian inf lanpa
sepengetahuan dan jin terlulis dari T8, Tak heran jika sampat ada kekhawativan kermungkinen dicegs! di girport.
Untunglah, hal itu tidak terjadi. ibu dan anak tersebut berhasi tha di Jakarta tanps ada kesulitan apapun dard
pihak imigrasi di bandara Soekarmo Hatia,

Mengurus fjin Tinggal Angk

Urriuk melengkapi adminigtrasi, MT mengurus Surat Kelterangan dan Laporan ke Gatatan Sipil di Slipi Jakarta.
Burat keterangan yang dilanorkan adalabh Tanda Bukti Laporan Perkawinan dan Tanda Bukti Laporan Kelahiran
atas nama Sonia Mustde dan Julian Mustric,

Sampai saat ini MT dan susminys belum berada dalom slalus cerai. -ika sugh saal erjadi perceraian, anak-anak
harus sudah memBiid sistus Yewargenegaraan yang sah dan kebergdaan d negam yang jelas.
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KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
BUDAPEST

TATACARA MEMPERCLEH KEWARGANEGARAAN GANDA BAGIANAK
HASIL PERKAWINAN CAMPURAN

Berdasarkan pasal 41 Undang - Undang nomor 12 tahun 2008, tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia bagl anak - anak di beritahukan mengenai syarat -
syarat yang harus di penuhi untuk mengajukan permohonan / pendaftaraan kewarganegaraan
gands bagi analk - anak hasil pernikahen campuran warga negara Indonesia, sebagai berikut:

Syarat syamt

1. Anak yang ishir sehelum di keluarkannya Undang -~ Undang nomor 12 ehun 2008
{1 Agusius 20081

2. Amsk dort aysh alsu ibu vang salah salunys mempunyel Kewsrganegsrazn
indonasia,

3, Anak yang belum berumus 18 tshun, dan belum menikah.

Sural - surat yang harus < penuhi

1. Fotokopi Kulipan akte ketahiran anak yang disabkan aleh pejabat vang berwenang
atau Perwakilan Republik Indanesis.

2. Surat pemyataan dari areng tug atay wali bahwa anak belum menikab bagh anak
vang sudah berusia 16 tabun.

3. Fotokopt kartu tanda penduduk alau paspor orang tua anak yang masth berlaku
yanp disahkan oleh pejebat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia,

4. Pasfolo anak terban berwams ukuran 4x6 om sebanyak 6 lembar,

& Fotokopi kutipan skie perkawinan/buku nikah ateu kutipan akte perceraian/surat
talai/perceraian atau keterangandkutipan akle kematizn galah seorang dar orang
tua anak yang disabkan olpb peiabat yang berwenany atay Perwakiian Republik
indonesia bag! ansk yang lahir dafi perkawinan yang sah.

& Fowkopt kulipan akie pengskuan  alsu  penetapan  pengadilan  lentang
pengangkatan sk yang disalkan oleh pejabat yang hernenany ateu Panwakilan
Republik indonesia bagl anak yang diakui alau diangket,

7. Folokopt kartu penduduk wargsnegarg asing vang disahkan oleh paiabat vang
penwenang bagi ansk vang sudah berusia 17 ighun daa berlempat fngoal &
wiayah Megara Repubik Indonesia.

8. Fofckopi kartu kehrargs orang s yang disahikan oleh pejebat yang berwenang
pagi anak yang belum memiliki kartu penduduk yang bsrtermpat tinggal o wilayah
Negara Republik Indonesia,

Pendaftaran permohonan kewarganegaraan hendaknys dinjukan dalam fangks waktu
paling lambat 1 Agustus 2010 dan hanya dapat diproses apabiia semua syarat dan surat —
surat sudah terpenuhi dan lengkap, serta telah melakukan pembayaran untuk permehonan YWNI
ganda,

Varosiigled fasor 28, Budaoes! 1088, 1442 Bpi70 PO 83 MURGARY
Tl {3 38-1-413 3800 Fax. (+} 36-1-222 5668, Home gagel wweaindonsesiz hu, et srighwionisia b
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Perihal:

Washington, D.C., «eeveeenreeeeereeeeenne. b

Kepada
Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Permohonan Pendaftaran Anak Republik Indonesia
untuk Memperoleh melalui
Kewarganegaraan Kepala Perwakilan Republik Indonesia
Republik Indonesia di Washington, D.C.
Yang bertanda tangan di bawah ini:
I. Nama Lengkap
. Alamat Tempat Tinggal

3. Adalah ayab/ibu/wali dari anak *

Nama Lengkap

Jenis Kelamin

Tempat tanggal lahir ;

Status perkawinan anak : belum kawin

Kewarganegaraan anak

Yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari:
- Ayah
Nama lengkap
Tempat tanggal lahir
Kewarganegaraan
Alamat tempat tinggal
- Tbu
Nama lengkap
Tempat tanggal lahir
Kewarganegaraan
Alamat tempat tinggal

Yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah/diakui/diangkat * oleh:
- Ayah
Nama lengkap
Tempat tanggal lahir
Kewarganegaraan
Alamat tempat tinggal
- Ibu
Nama lengkap
Tempat tanggal lahir
Kewarganegaraan
Alamat tempat tinggal
berdasarkan penetapan pengadilan......................._.. (1107 1170
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tanggal.......... bulan. .oocvnno e @DUNL L "

dengan ini mengajukan permiohonan pendafiaran untuk memperoleh Kewarganegaraan
Republik Indonesia bagi anak tersebut di atas berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006,

Untuk melengkapi permohonan pendafiaran ini kami melampirkan:

5.

L

o

fotakopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan olch peiabal yvang berwenang
atau Perwakilan Republik Indonesia;

surat pemyataan dari orang fua atau wali bahwa anak belum kawin;

fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;

pas foto anak terbary berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat
talak/perceraian atau kelerangan/kutipan akte kematian salab seorang dari orang tua
anak yang disahkan oleh pejabut yang berwenang atau Perwakilan Republik
Indonesia bagi anak vang labir dari perkawinan yang sah;

fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan
anak yang disahkan oleh pejabat vang berwenang atau Perwakilan Republik
Indonesia bagi anak vang diakui atau yang diangkat;

fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang bagi anak yang sudzh berusia 17 tabun dan bertempat tinggal di wilayah
negara Republik Indonesia; dan

fotokopi kartu keluarya orang tuz yvang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi
anak yang belum wajib memiliki kartu tanda pesduduk yang bertempat tinggal di
wilayah negara Republik Indonesia

Demikian permohonan pendafaran ini saya ajukan untuk dapat dikabulkan,
Atss perhatiannya disampaikan teriima kasih.

Catatan:
diisi sempat, tanggal, bulan, dan tehun surs! dibuay;

goret yang tidak peria;

bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesiz diisi nama penpadilan negeri
tempat tingga! anak, bagi anak yang bertempat tinggal &i luar wilaysh negara Republik indonesia
diisi nama pengadilan sesuai dengan ketentuan 8i negara tempat tinggal anak,

k
%
3

Washington, DO v iivnrnncannns
Pemohon,
(Meterei)
OO U U PR OPPUPUPPRRIE 3

2
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SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama P PPN
Tempat dan Tanggal Lahir ...
Nomor Paspor D eeenrnnaen e s ST s e an e ransones
Alamat T evovoorvnooanmER . s eie s e aeu s een
dengan ini menyatakan bahwa:
' [
Nama Anak P . SUSSURRRRLSRRRNCONUII . . SRR . S ; |
Tempat dan Tanggal Lahir ... . i e f !
Alamat ey Wy, T o : :
¢ i

.............................................................

adalah benar anak saya dan belum pernah kawin. |

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Washington, D.C., ...coovvennininniiiiidinnn.

Yang menandatangani,
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L] Wargancgara Indonesia FORMULIR UNTUK Model : 2
Nargancgans Asing PENCATATAN PERKAWINAN
anpa Rewarganegaraan Tatacara perkawinan dilangsungkan
pada tanggal................. [, hari....coovviiiinin, Jjam..
Nomor P yasn Keterangan tentang Keterangan tentang
Urut calon mempelai pria calon mempelai wanita
1 T, Nama kelUarga i iiieiirsirsraerarararraaiars esasesasraesnesrrasscraranensnarnins
2. NamakeCll i ereererar et e s
3.  Tempat dan tanggal
Lahir/umur B et eeee e e e
L 4 O U
5. Pekerjaan/Pangkat FEY e rerrrareaneenmunn i nenenennie eaaeeesesmnaivesssntaneacenanioaeeians

6. Alamat / tempat tinggal
kediaman sekarang = L icirrerreerris eeeremenrneen e eanaanes

7.  Alamat/ tempat tinggal

kediaman dahulu i e e
8. Sudahbelumpernah Kawin  ®%) i eeveaeeieseaeeieereaea e raaanes
9.  Nama bekas isteri/suami atau
namaisteriterdabull e erreersesie e
10.  Anak-anak yang akan disahkan
dalam perkawinan
1. 1. Nama kelvarga
2. Nama kecil
3. Tempat dan tangal lahir/umur
4,  Agama
3. Pekerjaan / Pangkat
6.  Tempat tinggal / kediaman
L0 Iby
s I NamaKelUarga i iiiiiiiietiiniacnaeinans meeeeeeeavaicaeeaeaneranrnanenenans
2. NemalSCiEEEEREEE e ... WOR  BRER. W e )
3. Tempat dan tangal lahit/UmIUr L i eerrauvenriersenreessenrensanturantins
4. AgadRL.  __nEEEEE .. T TR T
5. Pekeraan /PangKal L iiiiiceivisrieiisarinae exeiertaresivacrrcainseirnrnrnenronnee
6. Tempattinggal/ kedlaman L iiiiiieiis eeveeeeseieieaveeieeaeeea——————
Saksi _pertams Saksi kedua
v. Lo Nama kelualga it iiieieasieieeeiee evereeenesnrateeetanen e
2. Namakecll i iiiciriaieo ereenernveneeaern e nretnaernanane
3, Tempatdan tangal lahitfOMIUr i i it eens v ens
4, Agama = TR i N N W W W W
5. Pekerjnan/ Pangkat . TSN S ..., on SRR L ol
6.  Tempattinggal / kediaman i eiriieines ierrsae e s earaanaeiarrnaone
*)  Supaya dilampirkan perikan Akta Kelahiran ataw surat kenal labir dan
bagi calon mempelai pria yang belum berusia 19 bup serta ealon e 200
mempelai wanita belum 16 tahun supaya ditampirkan dispensai Tanda tangan yang berkepentingan

Pengadilan.

**) Bagi calon mempelai dari anggota TNI/ POLRI, supaya
melampirkan ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/
Pangab.

*+*) Bagl calon mempelai yang sudah permah kawin supaya dilampirkan
petikan Akia Kematian atau Surat Keterangan Kematian dalam hal
putes perkawinan karena kematian dan Petikan Akt Perceraian atan
Soral Keterangan Perceraian dafam hal putus perkawinan karema
cerai. Dalam hal masih dalam ikaten peckawinan supaya dilampirkan
izin Peagadilan
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